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KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KETAPANG
Nomor : Kep /     69      / VIII / 2023
tentang

RENCANA KERJA 

KEPOLISIAN RESOR KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KETAPANG
Menimbang 
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Polres Ketapang, maka sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat 
: 
1.   
Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;



2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;



5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2025; 



6.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



7.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;


8.
Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2023 tentang Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024; 


9.
Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;


10.
Surat Perintah Kapolres Ketapang Nomor : Sprin/1150/VIII/REN.2.2/2023 tanggal 14 Agustus 2023, tentang penunjukan kelompok kerja penyusunan Rencana Kerja Polres Ketapang TA. 2024;
Memperhatikan
:
1.
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1240/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Perubahan Atas Sebagian Isi Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1132/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;



2.
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1910/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;




3.
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/819/VI/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023;



4.
Keputusan Kapolres Ketapang Nomor :Kep/21/IV/2020 tanggal 20 April 2021 tentang Revisi Rencana Strategis Kepolisian Resor Ketapang Tahun 2020-2024. 

MEMUTUSKAN

Menetapkan 
:
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KETAPANG TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2024
1. rencana Kerja Kepolisian Resor Ketapang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan anggaran masing-masing satuan; 

2. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di:
Ketapang
 pada tanggal: 
      31             Agustus           2023 

      KEPALA KEPOLISIAN RESOR KETAPANG

   TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc., (Eng).

 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82051105

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KETAPANG
 RENCANA KERJA POLRES KETAPANG

TAHUN ANGGARAN T.A. 2024

I. Latar Belakang
1. Kondisi Umum
Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari tahapan Rencana Strategis Polres Ketapang 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polres Ketapang Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu dilakukan penyusunan rencana kerja Polres Ketapang Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Polres Ketapang Tahun Anggaran 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polres Ketapang 2020-2024.  Rencana Kerja Polres Ketapang Tahun Anggaran 2024  di susun dengan berpedoman kepada Renstra Polri 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 yaitu: (1) pilar keamanan dalam negeri; (2) pilar pertahanan; (3) pilar keamanan laut; (4) pilar keamanan dan ketertiban; dan (5) pilar keamanan Ciber diperlukan “Safe Guarding” penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2020-2024 mengingat tahun 2024 tahun politik, agenda Pemilu dan masa transisi serta dimulainya pemikiran RPJMN sebagai kelanjutan dari roadmaps visi 2045.
Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus khususnya tindak pidana, Narkoba, Korupsi maupun kejahatan Transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan yang dicapai oleh Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik terhadap kinerja Polri oleh pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang  lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Polri diharapkan dapat membuat Polri semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah: (1) Polri yang semakin profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian yang “Presisi”; (2) menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas. 
Lingkungan strategis, baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, di mana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti masih ditemukannya: eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Mengacu pada Rencana Kerja Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus khususnya tindak pidana, Narkoba, Korupsi maupun kejahatan Transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan yang dicapai oleh Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik terhadap kinerja Polri oleh pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang  lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Polri diharapkan dapat membuat Polri semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah: (1) Polri yang semakin profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian yang “Presisi”; (2) menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas. 
Lingkungan strategis, baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, di mana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti masih ditemukannya: eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Mengacu pada Rencana Kerja Polda Kalbar T.A. 2024,              Polres Ketapang telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Polres Ketapang T.A 2024, merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Polres Ketapang Tahun 2020–2024. Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. 
Rencana Kerja (Renja) Polres Ketapang T.A. 2024 memuat arah kebijakan dan strategi demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis dan tanggap akan perubahan. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Polres Ketapang T.A 2024 sejalan dengan Program Prioritas Kapolri dalam Transformasi Menuju Polri Yang Presisi. T.A. 2024, Polres Ketapang telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Polres Ketapang T.A 2024, merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Polres Ketapang Tahun       2020–2024. Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. 
Rencana Kerja (Renja) Polres Ketapang T.A. 2024 memuat arah kebijakan dan strategi demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis dan tanggap akan perubahan. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Polres Ketapang T.A 2024 sejalan dengan Program Prioritas Kapolri dalam Transformasi Menuju Polri Yang Presisi. 
Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polres Ketapang yang dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan lingkungan strategis tersebut dianalisa melalui pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:
a. Perkembangan Lingkungan Strategi Polres Ketapang 

1) Geografi 

(1)
Letak Wilayah Kab. Ketapang :   Antara 109 o – 111 o  Bujur Timur dan 0 – 3 o  Lintang Selatan. 

(2)
Luas Wilayah Kab. Ketapang :  31.588,00 Km 2



(3)  Batas Wilayah Kab. Ketapang: 
-       Utara
:
Berbatasan dengan Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau;

-
Selatan
:
Berbatasan dengan Laut Jawa;
- 
Barat
:
Berbatasan dengan Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong Utara dan Selat Karimata;
-
Timur
          :      
Berbatasan dengan Kab. Melawi, Kab. Sintang dan Provinsi Kalimantan Tengah. 

(4)
Kabupaten Ketapang terdiri dari : 

-
 20   Kecamatan;
-         9   Kelurahan;
-
262  Desa;
-   
793  Dusun.  
(5)    Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah Kabupaten Ketapang adalah :
Tabel 1.1 Batas-batas wilayah Kabupaten Ketapang
	Kecamatan
District
	Utara

North
	Timur

East
	Selatan

South
	Barat

West

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Delta Pawan
	Muara Pawan
	Benua Kayong
	Benua Kayong
	Laut Karimata

	Matan Hilir Selatan
	Sungai Melayu Raya
	Kendawangan
	Laut Karimata
	Benua Kayong

	Kendawangan
	Singkup
	Kab. Sukamara kalteng
	Laut Jawa
	Matan Hilir Selatan

	Nanga Tayap
	Sandai
	Pemahan
	Sungai Melayu Raya
	Matan Hilir Utara

	Sandai
	Sungai Laur
	Tumbang Titi
	Nanga Tayap
	Kab Kayong Utara

	Sungai Laur
	Simpang Hulu
	Hulu Sungai
	Sandai
	Simpang Dua

	Simpang Hulu
	Kab Sanggau
	Sungai Laur
	Simpang Dua
	Kab Sanggau

	Tumbang Titi
	Pemahan
	Jelai Hulu
	Marau
	Matan Hilir Selatan

	Jelai Hulu
	Nanga Tayap
	Kab Sukamara Kalteng
	Marau
	Tumbang Titi

	Marau
	Tumbang Titi
	Manis Mata
	Air Upas
	Kendawangan

	Manis Mata
	Jelai Hulu
	Kab Sukamara Kalteng
	Kendawangan
	Air Upas

	Benua Kayong
	Delta Pawan
	Sungai Melayu
	Matan Hilir Selatan
	Delta Pawan

	Muara Pawan
	Matan Hilir Utara
	Nanga Tayap
	Delta Pawan
	Laut Karimata

	Matan Hilir Utara
	Kab Kayong Utara
	Nanga Tayap
	Muara Pawan
	Laut Karimata

	Simpang Dua
	Simpang Hulu
	Sungai Laur
	Kab Sanggau
	Kab Sanggau

	Sungai Melayu Rayak
	Pemahan
	Tumbang Titi
	Matan Hilir Selatan
	Benua Kayong

	Pemahan
	Nanga Tayap
	Tumbang Titi
	Sungai Melayu
	Matan Hilir Selatan

	Singkup
	Marau
	Air Upas 
	Kendawangan
	Kendawangan

	Air Upas
	Marau
	Manis Mata
	Kendawangan
	Singkup

	Hulu Sungai
	Kab Sanggau
	Kab Melawi
	Nanga Tayap
	Sandai

	Ketapang 
	Kab. Pontianak,  Kab. Sanggau,    Kab. Sekadau dan Kab. Melawi
	Kab.Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Melawi
	Laut Jawa 
	Kab. Kayong Utara, dan Selat Karimata


(6) 
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Dusun 

Kabupaten Ketapang  berpusat di Ketapang sesuai dengan surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Nomor 5 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 dengan jumlah 20 Kecamatan 9 Kelurahan 262 Desa dan 793 Dusun  antara lain :
	No
	Kecamatan
	Luas (Km2)
	Kelurahan
	Desa
	Dusun
	Ket

	1.
	Delta Pawan
	74,00
	5
	9
	12
	

	2.
	MH Selatan
	1.813.00
	-
	11
	37
	

	3.
	Kendawangan
	5.859.00
	-
	19
	80
	

	4.
	Nanga Tayap
	1.728.00
	-
	20
	61
	

	5.
	Sandai
	1.779.00
	-
	13
	38
	

	6.
	Sei Laur
	1.651.00
	-
	19
	41
	

	7.
	Simpang Hulu
	3.175.00
	-
	15
	48
	

	8.
	TB Titi
	1.198.00
	-
	25
	76
	

	9.
	Jelai Hulu
	1.358.00
	-
	22
	45
	

	10.
	Marau
	1.160.00
	-
	10
	33
	

	11.
	Manis Mata
	2.912.00
	-
	22
	64
	

	12.
	Benua Kayong
	349.00
	4
	11
	23
	

	13.
	Muara Pawan
	665.00
	-
	8
	21
	

	14.
	Matan Hilir Utara
	720.00
	-
	5
	18
	

	15.
	Simpang Dua
	1.048.00
	-
	6
	18
	

	16.
	Hulu Sungai
	4.685.00
	-
	12
	28
	

	17.
	Sei Melayu Rayak
	122.00
	-
	11
	40
	

	18.
	Pemahan
	326.00
	-
	7
	19
	

	19.
	Singkup
	127.00
	-
	8
	31
	

	20.
	Air Upas
	893.00
	-
	9
	33
	

	21.
	Kabupaten Ketapang
	31.642.00
	9
	262
	766
	


(7) 
Iklim dan Cuaca :
(1) 
Keadaan Iklim dan cuaca wilayah Kabupaten Ketapang termasuk iklim tropis, dengan curah hujan rata-rata 490,0 mm  per tahun.

(2)
Keadaan suhu udara berkisar antara 22,9 o C – 31,1 o  C atau rata-rata pada siang hari 29 o C.


(3)
Musim terdiri dari: 

- 
Musim Penghujan : Oktober  s/d  Maret; 

-
Musim Kemarau    :  April  s/d  September;
-
Musim Peralihan / Panca roba :  Juli  s/d  Agustus. Angin sering berubah arah, yang membawa dampak terhadap jalur Pelayaran dari Pontianak ke Ketapang dan sebaliknya, serta Jalur Arus Air Sungai yang ada di Wilayah Kabupaten Ketapang khususnya ke pedalaman atau sebaliknya, yang pada umumnya merupakan jalur sungai dan laut sebagai sarana perhubungan yang utama /Vital;
- 
Temperatur maksimum 36,2ºC, temperatur minimum 21,0ºC; 
 -  
Pancaran Matahari 56,8 % dengan arah angin yang terbanyak datang dari sebelah timur dan kadang-kadang berubah dengan kecepatan angin terbesar 28 Knot (50KM / Jam).

(8) 
Daratan :

Tanah Kab. Ketapang Pada umumya bagian pantai merupakan dataran rendah dan rata-rata termasuk sebagian daerah pedalaman Kecamatan Nanga Tayap dan tumbang Titi, Dataran Tinggi Terdapat di Kecamatan Marau, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Manismata, Kec Simpang Hulu, Dataran Sedang Terdapat di Kec. Tumbang Titi sebagian, Kec Matan Hilir Utara dan Kec. MH. Selatan dan Terdapat beberapa Gunung dan pegunungan di Kecamatan Marau, Kendawangan, Manis Mata dan Simpang Hulu, Kab. Ketapang Terdapat 41 (empat puluh satu) Pulau yang ada dalam Wilayah Kabupaten Ketapang yang terbesar di perairan pantai barat dan puluhan Pulau Kecil lainnya yang tidak berpenghuni.
(9)
Gunung 

	No
	Gunung
	Ket

	1.
2.
3.
4.
5.
	Juring
Siwa
Batu Menangis
Burung
Tole
	Kec.Simpang dua

Kec Matan Hilir Selatan




(10)  Pulau di Kab. Ketapang 
Di Kabupaten Ketapang terdapat pulau - pulau kecil berpenghuni dan tidak berpenghuni
	No
	Kecamatan
	Pulau
	Ket

	1.
2.
3.
	Kendawangan
Matan Hilir Selatan

Matan Hilir Utara

	a.  Gelam
b.  Bawal
c.  Cempedak
d.  Kucing
e.  Jambat
f.  Gambar

g. Penambun

h. Sawi
a. Mengkudu
b. Cabe
a. Sempadi Tengah

b. Sempadi Laut

c. Darat / Babi

d. Cempedak

e. Gerengge

f. Langa / Kecil
	Berpenghuni

Berpenghuni

Berpenghuni

tidak berpenghuni

tidak berpenghuni

tidak berpenghuni

Berpenghuni

Berpenghuni

tidak berpenghuni

tidak berpenghuni

tidak berpenghuni

tidak berpenghuni

tidak berpenghuni

tidak berpenghuni

tidak berpenghuni

tidak berpenghuni


(9)
Air Laut dan Sungai :

Kab. Ketapang terdapat 6 (enam) Kecamatan terletak di pantai dan terdapat 10 (sepuluh) buah Sungai besar yang merupakan lalu lintas air yang dapat dilayari oleh perahu Motor air bertonase 400 Ton Ke bawah dan merupakan pelabuhan sungai dan juga sebagian lagi sungai yang dapat dilayari oleh perahu motor air bertonase 1000 Ton kebawah.Disamping itu masih terdapat banyak sungai-sungai kecil dan terdapat 2 buah yaitu Danau badak berendam dan Danau Tanjung Pasar di kec. MH. Selatan adapun jenis  Ikan laut (Tongkol, Bawal,Gembung, Teri, Kakap, Cumi-cumi dan Udang), serta Ale-ale, kerang, kepah dan rajungan dan Hasil Sungai (Belidak, Toman, baung, kelabau, Udang dan Kepiting sungai).

Kecamatan yang terletak di pantai
	No
	Kecamatan
	Ket

	1.
2.
3.
4.
5.
6.

	  Delta Pawan

  Matan Hilir Selatan

  Kendawangan

  Benua Kayong

  Muara Pawan

Matan Hilir Utara
	



Sungai 
	No
	Sungai
	Ket

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
	Pawan

Pasaguan
Kendawangan
Membuluh
Simbar
Air Hitam Kecil
Air Hitam Besar
Jelai
Kepuluk
Sentap
Tolak

Kayong 

Biak 

Laur 
	Kab Ketapang (dengan hulu di Kec Hulu Sungai)

Kec. Matan Hilir Selatan

Kec. Kendawangan

Kec. Kendawangan

Kec. Kendawangan

Kec. Kendawangan

Kec. Kendawangan

Kec. Jelai Hulu

Kec. Sei Melayu Rayak

Kec. Muara Pawan

Kec. Matan Hilir Utara

Kec Nanga Tayap

Kec Hulu Sungai

Kec Sei Laur



(10) Demografi
Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, sehingga pertambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan tidak merata, serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya. 
Demografi
(1) Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, sehingga pertambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan tidak merata, serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya. Beberapa  hal tersebut merupakan sebab terjadinya berbagai masalah konflik vertikal maupun horizontal;

(2) sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam-macam suku, budaya, agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(3) Negara Indonesia berpotensi terdapat masyarakat yang memiliki pemahaman radikal, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan aksi teror;

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga statistik pemerintah pada studi terakhir (dirilis pada tahun 2010), Indonesia memiliki jumlah penduduk 237.6 juta orang. Namun, menurut perkiraan-perkiraan belakangan ini (dari berbagai lembaga) Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 260 juta penduduk pada tahun 2017 dan menurut proyeksi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menilik populasi absolut Indonesia di masa depan, maka negeri ini akan memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2025, lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2035 dan 290 juta jiwa pada tahun 2045. Saat ini kelompok usia di bawah tiga puluh tahun yang cukup besar (sekitar setengah dari total populasi, sekitar 125 juta penduduk Indonesia), yang secara potensial masuk usia produktif sehingga bisa berfungsi sebagai mesin perekonomian Nasional, namun sebaliknya bila gagal memanfaatkan kondisi tersebut di atas akan menimbulkan berbagai macam gejolak sosial;

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Ketapang

Sumber : BPS, Data dari Sensus Penduduk 2020 (September)
Penduduk menurut Agama :

(a)
Islam; 


(b)
Khatolik;


(c)
Protestan; 


(d)
Hindu;


(e)
Budha;

(f)
Kong hu chu

	Kecamatan
Subdistrict
	Islam
Islam
	Kristen
Christian
	Katolik
Catholic
	Hindu
Hindu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Kendawangan
	43 341
	5 514
	5 845
	14

	Manis Mata
	18 362
	8 414
	6 361
	44

	Marau
	4 447
	9 168
	3 786
	1

	Singkup
	6 233
	982
	1 757
	3

	Air Upas
	9 857
	6 079
	4 658
	2

	Jelai Hulu
	3 930
	15 110
	1 437
	11

	Tumbang Titi
	10 964
	14 722
	4 107
	28

	Pemahan
	4 138
	1 457
	316
	3

	Sungai Melayu Rayak
	11 851
	2 611
	641
	-

	Matan Hilir Selatan
	38 961
	1 328
	565
	1

	Benua Kayong
	46 320
	182
	156
	-

	Matan Hilir Utara
	16 818
	2 105
	389
	-

	Delta Pawan
	76 270
	7 339
	3 057
	47

	Muara Pawan
	18 284
	66
	49
	3

	Nanga Tayap
	24 690
	9 946
	1 788
	3

	Sandai
	24 583
	8 051
	689
	5

	Hulu Sungai
	919
	12 979
	264
	1

	Sungai Laur
	9 513
	8 393
	972
	318

	Simpang Hulu
	2 271
	26 302
	8 080
	3

	Simpang Dua
	1 480
	7 214
	1 071
	13

	Ketapang
	373 232
	147 962
	45 988
	500


Sumber:    Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Ketapang, 2022
11) Sumber Daya Alam 

1. Pertambangan

Wilayah Kabupaten Ketapang menerima konsesi pertambangan diberikan kepada 118 perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam, 30 perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bukan logam dan Batuan sebagian besar perusahaan pertambangan memilih tidak melakukan reklamasi pertambangan. Eksploitasi potensi tambang beresiko menurunkan kualitas lingkungan dan konflik lahan. Tambang terdiri dari bauksit, emas, batubara, zircon dan biji besi.
Pengelolaan pertambangan yang belum optimal, deposit pertambangan yang cukup potensial adalah;
Potensi Bahan Galian dan peluang investasi 








2. Pertanian
Sektor Pertanian merupakan penunjang utama perekonomian di Kabupaten Ketapang, baik sebagai penghasil nilai tambah maupun sumber penghasilan atau penyedia lapangan kerja sebagian besar penduduk. 
Tabel 1.6 Produksi Pertanian di Kabupaten Ketapang
	Kecamatan

Distrik
	Produksi Padi (ton)
Paddy Production (ton)
	Produksi Beras (ton)
Rice Production (ton)

	(1)
	(2)
	(3)

	Kendawangan
	168 631,79
	99 247,22

	Manis Mata
	36 251,80
	21 335,78

	Marau
	102 856,61
	60 535,63

	Singkup
	68 060,52
	40 056,59

	Air Upas
	85 131,76
	50 103,77

	Jelai Hulu
	108 845,74
	64 060,51

	Tumbang Titi
	35 774,06
	21 054,60

	Pemahan
	24 567,79
	14 459,22

	Sungai Melayu Rayak
	34 451,49
	20 276,23

	Matan Hilir Selatan
	11 691,74
	6 881,10

	Benua Kayong
	42 374,83
	24 939,46

	Matan Hilir Utara
	116 454,98
	68 538,89

	Delta Pawan
	473,10
	278,43

	Muara Pawan
	12 308,92
	7 244,34

	Nanga Tayap
	
	

	Sandai
	
	

	Hulu Sungai
	
	

	Sungai Laur
	
	

	Simpang Hulu
	
	

	Simpang Dua
	
	

	Kalimantan Barat
	847 875,13
	499 011,77


Sumber /Source :
BPS, Survei Survei Kerangka Sampel Area (KSA)/ BPS-Statistics Indonesia, Area Sampling Frame (ASF) Survey

3. Perkebunan
Berdasarkan data pada Provinsi Kalimantan Barat dalam angka tahun 2020 bahwa data tanaman perkebunan besar dan perkebunan rakyat yang bersumber dari Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang. Perkebunan besar diantaranya mengusahakan karet, kelapa sawit dan  kelapa  hibrida, namun hanya kelapa sawit dan karet yang sudah beroperasi secara konsisten. 
Produksi Perkebunan di Kab Ketapang:
Jenis Tanaman                                                                                                              x
Kind of Plants                       2018             2019             2020             2021            2022
(1)                                              (2)                             (3)                             (4)                             (5)                             (6)
Tanaman Tahunan
Perennial Crops
Karet/Rubber                                    16 065                 16 066                 16 066                 16 023                16 141
Kelapa/Coconut                                   1 748                   1 753                   1 750                   1 756                  1 756
Kelapa sawit/Oil palm                                          ...               472 491                         ...               419 593              422 154
Kopi/Coffee                                          509                      509                      509                      509                     509
Kakao/Cocoa                                          32                        32                        32                        32                       32
Teh/Tea                                                 -                         -                         -                         -                        - Jambu mete/Cashew nut                                   -                         -                         -                         -                        - Pala/Nutmeg                                                    -                         -                         -                         -                        - Lada/Pepper                                          52                        52                        52                        45                       45
Tanaman Semusim
Seasonal Crops
Tebu/Sugar cane                                                   5                          5                          5                          5                         5
Tembakau/Tobacco                                    -                         -                         -                         -                        - Nilam/Patchouli                                                        -                         -                         -                         -                        -
Sumber/Source:      Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang

4. Kehutanan
a) Wilayah Kabupaten Ketapang kawasan lindung Nasional Cagar alam muara Kendawangan, Hutan lindung Balaban Tujuh.

b) Pedalaman mempunyai medan hutan lebat dan masih tertutup, berbukit-bukit yang ditumbuhi Kayu (Belian, Bengkirai, Kruing, Ramin, Jelutung, Chin, Kampas  dan Meranti) dan Satwa (Rusa, Babi Hutan, Ular, Orang Utan, Kelempiau, Bekantan, Cicak rowo, Murai Batu dan Enggang) serta terbagi oleh sungai. Areal Hutan dimaksud dapat dikelompokkan sebagi berikut :

Tabel 1.7 Produksi Kehutanan di Kabupaten Ketapang.
	Kabupaten Ketapang
	Luas Kawasan Hutan dan Perairan

	(1)
	(2)
	

	Taman Nasional
	 21.643,81 Ha

	Cagar Alam
	142.868,03 Ha

	Hutan Lindung
	275.876,42 Ha

	Hutan Lindung Gambut
	  21.268,02 Ha

	Hutan Produksi Terbatas
	688.204,39 Ha

	Hutan Produksi Tetap
	616.858,15 Ha

	Hutan Produksi konversi
	153.305,45 Ha

	Hutan Kota
	         93,20 Ha

	Kawasan Konservasi Bernilai Tinggi
	    1.528,40 Ha

	Kawasan Penyangga Pantai
	 547.262,00 Ha

	Areal Penggunaan Lain
	               1.084.409,21 Ha


Sumber : BPS Kabupaten Ketapang Tahun 2019
10) Idiologi

(1)
penanaman, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tetap disosialiasasikan dan diprogramkan secara berjenjang dan bertahap oleh Pemda baik untuk wilayah pedalaman maupun pantai;

(2)
di Kabupaten Ketapang ditemukan gerakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang menuntut / menghendaki untuk mengganti faham Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, seperti simpatisan ISIS. 
11) Politik
Organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial Politik yang ada di Kabupaten Ketapang adalah :

-
Organisasi Massa.

-
Ormas Pemuda ( FKKPPI, KNPI dan Pemuda Pancasila);
-
Ormas Pemuda, Pelajar dan Wanita (Osis, Pramuka, Bhayangkari, TP. PKK, Persit);
-
Ormas Profesi ( Guru, Dokter, Buruh, Scurity Perusahan);
-
Ormas Olah raga ( Persikat, PBVSI Cabang, KONI, Bela diri);
-
Ormas agama ( Muhamadiyah, Pengurus Masjid & Pesantren, NU, dan FUI);
-
Ormas dan LSM dsb.
-
Organisasi Sosial Politik Kab. Ketapang terdapat 16 partai politik antara lain :

a. Partai Nasional Demokrat ( Nasdem );

b. Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB );

c. Partai Keadilan Sejahtera ( PKS );

d. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP );
e. Partai Golongan Karya (Golkar);
f. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);

g. Partai Demokrat ( PD );

h. Partai Amanat Nasional ( PAN );

i. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

j. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

k. Partai Bulan Bintang (PBB);

l. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (PGPI)

m. Partai Berkarya (PB)

n. Partai Persatuan Indonesia (PPI)

o. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

p. Partai Keadilan & Persatuan Indonesia (PKPI)
12) Ekonomi

1. Kegiatan perdagangan mendorong terjadinya proses integrasi yang terhubung melalui para pedagang. Proses integrasi itu juga diperkuat dengan berkembangnya hubungan kebudayaan. Bahkan juga ada yang diikuti dengan perkawinan. 

2. Keberadaan industri kecil menengah dan industri besar/sedang di Ketapang memiliki nilai strategis, mengingat kegiatan industri tersebut mampu meningkatkan kapasitas produksi daerah dan menyerap cukup banyak tenaga kerja. Oleh karenanya, pengembangan industri mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah Daerah;

3. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai tahun 2015 dengan 4 pilarnya akan membawa konsekuensi bagi dunia usaha dan kondisi keamanan ketertiban masyarakat di Indonesia khususnya Kabupaten Ketapang dalam perspektif kompetisi konsekuensi dari terbukanya pasar akibat mobilitas barang/jasa, arus informasi, teknologi, dan transportasi yang bisa diperoleh dengan mudah menjadikan munculnya potensi gangguan yang bersumber dari ekses dinamika positif maupun negatif terhadap aspek kehidupan masyarakat;

4. Di Ketapang telah dibangun pabrik pengolahan atau smelter bauksit terbesar di Indonesia  yang beroperasi sejak tahun 2015 ini mempunyai kapasitas produksi 2 juta ton alumina per tahun, kapasitas produksi sebesar 2 juta ton dengan total investasi mencapai US$ 1 milyar, hal ini akan mendorong tumbuhnya industri dan sektor penunjang lainnya di Ketapang.

5. Pada sektor transportasi darat, panjang jalan yang tersedia sangat memprihatinkan, dan merupakan salah satu kendala utama dalam hal pengembangan wilayah. Banyak sekali ruas jalan yang harus diperbaiki ataupun dibuat baru, yang sampai saat ini terkendala pada tiadanya biaya yang cukup untuk menuntaskannya.

6. 
Daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten Ketapang yang merupakan daerah rekreasi adalah sebagai berikut :

-
Pantai Pulau Cilincing Kec. Benua Kayong;

-
Pantai Sei Kinjil Kec. Benua Kayong;

-
Pantai Bintang Mosir Kec. Benua Kayong;

-
Pantai Air Mati Kec. Muara Pawan;
-
Pantai Tanjung Belandang Kec. Muara Pawan;

-
Pantai Sei Jawi Kec. Matan Hilir Selatan;
-
Pantai Tanjung Gangse, Pantai Jambat dan Pantai Sisik Kec. Kendawangan;
-
Pantai Tanjung Batu Kec. Matan Hilir Selatan;

-
Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura (Alam, sejarah di Kel Mulia Kerta) Kec. Benua Kayong;

-
Bukit Kuri Kec. Sei Laur;

-
Batu Besi,Batu Perahu,Gua Genilau Kec. Simpang Hulu;
-
Batu Daya Kec. Simpang Dua;
-
Air Terjun Rindu alam Desa PangkalanTelok Kec. Nanga Tayap;
-
Air Terjun Riam Inam Kec. Sei Melayu Rayak;
-
Air Terjun Karang Dangin Kec. Jelai Hulu;
-
Bukit Lalang Panjang Kec.Pemahan;
-
Keramat tujuh dan Keramat Sembilan Kec. Benua Kayong;
-
Makam Raja Tanjung pura Kec.Muara Pawan;
-
Makam Pangeran Adi Kec.Kendawangan;
-
Air terjun Riam berasap Kec.Matan Hilir Utara;
-
Taman Lapangan Tanjung Pura Kec. Delta Pawan

-
Taman Hutan Kota Kec.Delta Pawan;
Tabel 1.7 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Komoditi Utama di Kalimantan Barat
	Volume/ Volume
Nilai FOB/ FOB Volume
Jenis Komodity
Type of Community
(ton)
(US$)
2018
2019*)
2018
2019*)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Karet & Barang dari Karet/ Rubber & Rubber Products
	4 025
	62 389
	55 457 989
	86 265 446

	2.
	Kayu, Barang dari Kayu/ Wood, Wood Products
	98 528
	71 614
	103 120 493
	62 789 933

	3.
	Bahan Kimia Anorganik/ Inorganic Chemicals
	949 307
	1 061 563
	457 693 307
	375 771 817

	4.
	Lemak & Minyak Hewan/Nabati Animal / Vegetable Fats & Oils
	145 348
	259 363
	49 699 589
	259 362 842

	5.
	Ampas/Sisa Industri Makanan Pulp /
Remaining Food Industry
	159 829
	199 871
	21 304 648
	25 133 880

	6.
	Buah-buahan / Fruits
	38 514
	64 174
	13 562 455
	15 738 907

	7.
	Tembakau/ Tobacco
	1 511
	1 890
	13 767 680
	17 244 728

	8.
	Ikan & Udang/ Fish & Shrimp
	1 949
	1 966
	3 516 351
	3 945 555

	9.
Perabot, Penerangan Rumah/
    0 057                             7
    147 128
                20 981
Furniture, Home Lighting

	10.
Biji-bijian berminyak/ Oily grains
  2 496
1 996
      2 688 654
       2 470 265

	11.
	Lainnya/ Others
	8 364 208
	13 601 404
	292 273 282
	319 910 672

	
	Jumlah/ Total
	9 765 772
	15 326 237
	1 013 231 576
	1 168 655 026


SSumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
·    Melakukan pengawasan yang ketat penggunaan Dana Desa guna menunjang pembangunan di daerah dan menghindari penyimpangan penggunaannya; 
6. Sosial Budaya

(1) Kondisi sosial budaya Ketapang saat ini pada umumnya relatif baik kemajuan ini ditandai dengan semakin kokohnya persatuan dalam keragaman, tumbuhnya suasana kehidupan yang penuh toleransi, berkembangnya budaya damai dan kemauan menyelesaikan masalah dengan tanpa kekerasan, serta kondusifnya interaksi antarbudaya;

(2) Kehidupan masyarakat Ketapang dalam bidang agama, terutama yang berkenaan dengan kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat tampak beragam dan mengalami peningkatan yang bervariasi. pada sebagian masyarakat, kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan yang optimal terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. kehidupan beragama pada masyarakat masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. mayoritas ummat beriman di Kabupaten Ketapang masih berada pada situasi kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang marginal. keadaan ini berdampak pada lemahnya ketahanan beragama / kepercayaan, kreativitas umat beriman, dan eksistensi lembaga keagamaan / kepercayaan. ini tercermin antara lain dari rendahnya kemampuan mereka dalam menyikapi dinamika perubahan sebagai akibat dari serbuan budaya global. nilai-nilai ajaran agama/kepercayaan yang diharapkan menjadi filter ternyata masih belum berfungsi sebagaimana mestinya.
(a) Agama / aliran kepercayaan :

- 
kehidupan masyarakat Ketapang dalam bidang agama, terutama yang berkenaan dengan kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat tampak beragam dan mengalami peningkatan yang bervariasi;
-
di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah antara lain : Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.


(b) Budaya / Kultur :

Pembangunan Ketapang di bidang budaya relatif mengalami peningkatan. namun demikian pembangunan karakter atau jatidiri dan kultur masyarakat  Ketapang yang lebih konstruktif, seperti sikap menghargai dan mampu mengaktualkan nilai budaya luhur, kearifan lokal, kekeluargaan, solideritas sosial, nasionalisme, serta kultur mandiri, kerja keras dan kreatif-inofatif, masih belum meningkat dan belum berkembang secara merata. 
(c) Kependudukan / Transmigrasi
(1)
Status Desa Berdasarkan Indeks Desa    Membangun.

Di wilayah Kabupaten Ketapang terdapat beberapa Desa tertinggal sesuai dengan surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ketapang Nomor : 410 / 0299 / Bapeda-C tanggal 15 Mei 2017 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  030 Tahun 2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa  antara lain:
(a))
Kecamatan Delta Pawan terdapat 4 (empat) desa antara lain :


-
Desa Kalinilam (Berkembang)


-
Desa Sukabangun (Tertinggal)


-
Desa Payak Kumang (Berkembang)


-
Desa Sukabangun Dalam (Maju)

(b))
Kecamatan Benua Kayong terdapat 7 (tujuh) desa antara lain:

-
Desa Negeri Baru (Tertinggal);

-
Desa Baru (Berkembang);

-
Desa Padang (Tertinggal);


-
Desa Mekar Sari (Tertinggal);

-
Desa Kinjil (Tertinggal);

-
Desa Suka Baru (Berkembang);

-
Desa Kinjil Pesisir (Tertinggal);       

(c))
Kecamatan Muara Pawan terdapat 8 (delapan) desa antara lain:

-
Desa Ulak Medang (Sangat tertinggal);

-
Desa Tanjung Pura (Sangat tertinggal);

-
Desa Tanjung Pasar (Sangat tertinggal);

-
Desa Mayak (Tertinggal);

-
Desa Sei Awan Kanan (Tertinggal);

-
Desa Sei Awan Kiri (Berkembang);

- 
Desa Tempurukan (Tertinggal);

-
Desa Suka Maju (Tertinggal).
(d))
Kecamatan Matan Hilir Utara terdapat 5 (lima) desa antara lain :


-
Sungai Putri (Tertinggal);


-
Tanjung Baik Budi (Tertinggal);


-
Kuala Tolak (Tertinggal);


-
Kuala Satong (Tertinggal);


-
Desa Laman Satong (Tertinggal).
 (e))
Kecamatan Matan Hilir Selatan terdapat 11 (sebelas) desa antara lain :     
-
Desa Sungai Nanjung (Tertinggal);

·  Desa Pesaguan Kanan (Berkembang);
·  Desa Pesaguan Kiri (Tertinggal);

·  Desa Sungai Bakau (Berkembang);

·  Desa Pematang Gadung (Tertinggal);

·  Desa Sungai Besar (Berkembang);

·  Desa Sungai Pelang (Tertinggal);

·  Desa Sungai Jawi (Tertinggal);

·  Desa Kemuning Biutak (Sangat Tertinggal);

·  Desa Harapan Baru (Tertinggal);
·  Desa Pagar Mentimun (Tertinggal);
 (f))
Kecamatan Kendawangan terdapat 19 (sembilan belas) desa antara lain:

· Desa Pembedilan (Sangat Tertinggal);
· Desa Seriam (Sangat Tertinggal);
· Desa Natai Kuini (Sangat Tertinggal);
· Desa Air Hitam Hulu (Tertinggal);
· Desa Air Hitam Besar (Tertinggal);
· Desa Bangkal Serai (Sangat Tertinggal);
· Desa Danau Buntar (Sangat Tertinggal);
· Desa Kendondong (Sangat Tertinggal);
· Desa Pangkalan Batu (Sangat Tertinggal);
· Desa Air Tarap (Sangat Tertinggal);
· Desa Suka Harapan (Tertinggal);
· Desa Selimatan Jaya (Tertinggal);
· Desa Suka Damai (Sangat Tertinggal);
· Desa Sungai Jelayan (Sangat Tertinggal);
· Desa Kendawangan Kanan (Tertinggal);
· Desa Banjar Sari (Berkembang);
· Desa Kendawangan Kiri (Maju);
· Desa Mekar Utama (Berkembang);
· Desa Keramat Jaya (Berkembang).
(g))
Kecamatan Sandai terdapat 13 (tiga belas) desa antara lain : 

· Desa Sandai (Berkembang);
· Desa Muara Jekak (Tertinggal);
· Desa Sandai Kiri (Tertinggal);
· Desa Istana (Tertinggal);
·  Desa Randau Jungkal (Sangat tertinggal);
· Desa Demit (Sangat tertinggal);
· Desa Penjawaan (Sangat tertinggal);
· Desa Petai Patah (Sangat Tertinggal);
· Desa Randau (Tertinggal);
· Desa Pendamar Indah (Sangat tertinggal);
· Desa Merimbang Jaya (Tertinggal);
· Desa Alam Pakuan (Sangat tertinggal);
· Desa Jago Bersatu (Sangat tertinggal).
(h))
Kecamatan Hulu Sungai terdapat 12 (dua belas) desa antara lain:

-
Desa Benua Krio (Sangat tertinggal);
· Desa Sekukun (Sangat tertinggal);
· Desa Cinta Manis (Sangat tertinggal);
· Desa Kenyabur (Sangat tertinggal);
· Desa Batu Lapis (Sangat tertinggal);
· Desa Sunge Bengaras (Sangat tertinggal);
· Desa Riam Dadap (Sangat tertinggal);
· Desa Krio Hulu (Sangat tertinggal);
· Desa Beginci darat (Sangat tertinggal);
· Desa Senduruhan (Sangat tertinggal);
· Desa Lubuk Kakap (Sangat tertinggal);
· Desa Menyumbung (Sangat tertinggal).
(i))
Kecamatan Nanga Tayap terdapat 20 (dua puluh) desa antara lain :
-
Desa Pangkalan Telok (Tertinggal);

-
Desa Sungai Kelik (Tertinggal);

-
Desa Lembah Hijau 1 (Tertinggal);

-
Desa Nanga Tayap (Tertinggal);

-
Desa Betenung (Tertinggal);

-
Desa Tanjung Medan (Tertinggal);

-
Desa Kayung Tuhe (Tertinggal);

-
Desa Simpang Tiga Semblangaan (Tertinggal);

-
Desa Lembah Hijau 2 (Tertinggal);
-
Desa Pangkalan Suka (Tertinggal);

-
Desa Batumas (Tertinggal);
-
Desa Siantau Raya (Sangat tertinggal);
-
Desa Sebadak Raya (Sangat tertinggal);

-
Desa Mensubang (Sangat tertinggal);
-
Desa Tajok Kayong (Tertinggal);
-
Desa Kayong Utara (Sangat tertinggal);

-
Desa Kayong Hulu (Tertinggal);
-
Desa Sepakat Jaya (Tertinggal);

-
Desa Cegolak (Tertinggal);

-
Desa Pateh Benteng (Tertinggal);
(j))
Kecamatan Tumbang Titi terdapat 25 (dua puluh empat) desa antara lain :

· Desa Kalimas Baru (Sangat tertinggal);
· Desa Pemuatan Jaya (Sangat tertinggal);
· Desa Sengkaharak (Tertinggal);
· Desa Nanga Kelampai (Sangat tertinggal); 
· Desa Petebang Jaya (Sangat tertinggal);
· Desa Beringin Rayo (Tertinggal);         
· Desa Tanjung Beulang (Sangat tertinggal);
· Desa Serengkah Kanan (Sangat tertinggal);
· Desa Sepauhan Jaya (Sangat tertinggal);
· Desa Jungkal (Sangat tertinggal);
· Desa Mahawa (Sangat tertinggal);
· Desa Serengkah (Sangat tertinggal);
· Desa Natai Panjang (Tertinggal);
· Desa Tumbang Titi (Tertinggal);
· Desa Batu Tajam (Tertinggal);
· Desa Segar Wangi (Sangat tertinggal);
· Desa Aur Gading (Tertinggal);

· Desa Titi Baru (Tertinggal);
· Desa Batu Beransah (Sangat tertinggal);
· Desa Jelayan (Tertinggal);
· Desa Suka Damai (Tertinggal);
· Desa Tanjung Maloi (Sangat tertinggal);
· Desa Pengatapan Raya (Tertinggal);
· Desa Sepuring Indah (Tertinggal);
· Desa Belaban Tujuh (Tertinggal).
(k))
Kecamatan Sei Laur terdapat 19 (sembilan belas) Desa antara lain :

· Desa Sempurna (Sangat tertinggal);
· Desa Sukaramai (Sangat tertinggal);
· Desa Tanjung Beringin (Sangat tertinggal);
· Desa Sepotong (Sangat tertinggal);
· Desa Harapan Baru (Sangat tertinggal);
· Desa Randau Limat (Sangat tertinggal);
· Desa Bayunsari (Tertinggal);  
· Desa Teluk Bayur (Sangat tertinggal);
· Desa Tanjung Maju (Sangat tertinggal);
· Desa Sungai Daka (Sangat tertinggal);
· Desa Mekar Harapan (Tertinggal);
· Desa Sinar Kuri (Tertinggal);
· Desa Selangkut Raya (Sangat tertinggal);
· Desa Lanjut Mekar Sari (Tertinggal);
· Desa Kepari (Sangat tertinggal);
· Desa Teluk Mutiara (Sangat tertinggal).
· Desa Riam Bunut (Tertinggal);
· Desa Bengaras (Tertinggal);
· Desa Merabu Jaya (Sangat tertinggal).
(l))
Kecamatan Marau terdapat 10 (sepuluh) Desa antara lain :

· Desa Rangkung (Tertinggal);
· Desa Runjai Jaya (Sangat tertinggal);
· Desa Pelanjau Jaya (Sangat tertinggal);
· Desa Bantan Sari (Sangat tertinggal)
· Desa Batu Payung Dua (Sangat tertinggal);
· Desa Randai (Tertinggal);
· Desa Karya Baru (Sangat tertinggal);
· Desa Belaban (Tertinggal);
· Desa Riam Batu Gading (Tertinggal);
· Desa Suka Karya (Tertinggal).

(m))
Kecamatan Singkup terdapat 8 (delapan) Desa antara lain :

-
Desa Sukaharja (Tertinggal);

· Desa Muntai (Sangat tertinggal);
· Desa Pantai Ketikal (Sangat tertinggal);
· Desa Tanah Hitam (Sangat tertinggal);
· Desa Bukit Kelambing (Tertinggal);
· Desa Sukasari (Tertinggal);
· Desa Sukaraja (Sangat tertinggal);
· Desa Sukamulya (Tertinggal).
(n))
Kecamatan Air Upas terdapat 9 (sembilan) Desa antara lain: 
-
Desa Air Durian Jaya (Tertinggal);
·  Desa Mekar Jaya (Tertinggal);            

·  Desa Banda Sari (Tertinggal);
·  Desa Gahang (Tertinggal);
· Desa Membuluh Baru (Berkembang);
· Desa Air Upas (Tertinggal);
· Desa Sari Bekayas (Tertinggal);
· Desa Sukaria (Sangat tertinggal);
· Desa Harapan Baru (Sangat tertinggal).
(o))
Kecamatan Simpang Hulu terdapat 14 (empat belas) Desa antara lain : 

·  Desa Semandang Kiri (Tertinggal);
·  Desa Kualan Tengah (Sangat tertinggal);
·  Desa Semandang Hulu (Sangat tertinggal);
·  Desa Kualan Hilir (Sangat tertinggal);
·  Desa Merawa (Sangat tertinggal);
·  Desa Kualan Hulu (Sangat tertinggal);
·  Desa Sekucing Labai (Sangat tertinggal);
·  Desa Paoh Concong (Sangat tertinggal);
·  Desa Legong (Sangat tertinggal);

·  Desa Kenanga (Sangat tertinggal);
·  Desa Balai Pinang Hulu (Sangat tertinggal);
·  Desa Sekucing Kualan (Sangat tertinggal);
·  Desa Labai Hilir (Tertinggal);
· Desa Balai Pinang (Tertinggal).

(p))
Kecamatan Jelai Hulu terdapat 22 (dua puluh dua) Desa antara lain :

-
Desa Riam Danau Kanan (Sangat tertinggal);

-
Desa Teluk Runjai (Tertinggal);

-
Desa Air Dua (Sangat tertinggal);

-
Desa Penyarang (sangat tertinggal);

-
Desa Periangan (Tertinggal);

-
Desa Tanggerang (Tertinggal);

-
Desa Kesuma Jaya (Sangat tertinggal);

-
Desa Perigi (Sangat tertinggal);

-
Desa Bayam Raya (Tertinggal);

-
Desa Pangkalan Paket (Tertinggal);

-
Desa Teluk Runjai (Sangat tertinggal);

-
Desa Karang Dangin (Sangat tertinggal);

-
Desa Kusik Batu Lapu (Sangat tertinggal);
·  Desa Asam Jelai (Sangat tertinggal);
·  Desa Rangga Intan (Sangat tertinggal);
·  Desa Limpang (Sangat tertinggal);
·  Desa Sidahari (Sangat tertinggal);
·  Desa Pangkalan Suka (Sangat tertinggal);
·  Desa Pasir Mayang (Tertinggal);
·  Desa Semantun (Sangat tertinggal);
·  Desa Tebing Berseri (Sangat tertinggal);
·  Desa Deranuk (Sangat tertinggal).
(q))
Kecamatan Manis Mata terdapat 22 (dua puluh dua) Desa antara lain :

·  Desa Silat (Sangat tertinggal);
·  Desa Kemuning (Sangat tertinggal);
·  Desa Terusan (Sangat tertinggal);
·  Desa Suak Burung (Sangat tertinggal);
·  Desa Air Dekakah (Sanagat tertinggal);
·  Desa Pakit Selaba (Sangat tertinggal);


·  Desa Seguling (Sangat tertinggal);
·  Desa Asam Besar (Sangat tertinggal);
·  Desa Lembah Mukti (Sangat tertinggal);
·  Desa Batu Sedau (Sangat tertinggal);
·  Desa Bukit Gajah (Tertinggal);      
·  Desa Kalimantan (Sangat tertinggal);
·  Desa Jambi (Sangat tertinggal);
·  Desa Suka Ramai (Sangat tertinggal);
·  Desa Kelampai (Sangat tertinggal);
·  Desa Ratu Elok (Tertinggal);
·  Desa Pelampangan (Sangat tertinggal);
·  Desa Sengkuang Merabong (Sangat tertinggal);
·  Desa Sungai Buluh (Sangat tertinggal);
·  Desa Mekar Jaya (Sangat tertinggal);
·  Desa Manismata (Tertinggal);
·  Desa Tribun Jaya (Sangat tertinggal).
(r))
Kecamatan Simpang Dua terdapat 7 (tujuh) Desa antara lain :

-
Desa Mekar Raya (Sangat tertinggal);

-
Desa Kampar Sebomban (Sangat tertinggal);

-
Desa Batu Daya (Sangat tertinggal);

-
Desa Botuh Bosi (Tertinggal);

-
Desa Gema (Sangat tertinggal);

-
Desa Semandang Kanan (Sangat tertinggal);

-
Desa Kamora (Sangat tertinggal).

(s))
Kecamatan Sungai Melayu Rayak terdapat 11 (Sebelas) Desa antara lain:
· Desa Suka Mulya (Tertinggal);

· Desa Sungai Melayu Baru (Tertinggal);

· Desa Beringin Jaya (Tertinggal);

· Desa Piansak (Tertinggal);

· Desa Jairan Jaya(Tertinggal);

· Desa Karya Mukti (Sangat tertinggal);

· Desa Sungai Melayu Jaya (Tertinggal);

· Desa Sei Melayu (Tertinggal);

· Desa Kepuluk (Tertinggal);

· Desa Mekar Jaya (Tertinggal);

· Desa Makmur Abadi (Sangat tertinggal).

(t))

Kecamatan Pemahan terdapat 7 (tujuh) Desa antara lain :

· Desa Lalang Panjang (Tertinggal);

· Desa Pebihingan (Sangat tertinggal);

· Desa Semayok Baru (Sangat tertinggal);

· Desa Kerta Baru (Sangat tertinggal);

· Desa Muara Semayok (Sangat tertinggal);

· Desa Muara Gerunggang (Sangat tertinggal);

· Desa Usaha Baru (Sangat tertinggal)

(2))
Para Transmigran yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang hingga tahun 2016 sebanyak 17.865 KK dan 77.558 Jiwa asal pengiriman dari beberapa Propinsi dan ditempatkan di Kabupaten Ketapang sebanyak 10 Kecamatan adalah sebagai berikut :

(1))
Daerah Asal Pengiriman antara lain :

· Propinsi Jawa Tengah;
· Propinsi Jawa Barat;
· Propinsi Jawa Timur;
· DKI Jakarta;
· Penduduk Lokal.

(2))
Daerah tujuan Transmigrasi antara lain :


-
Kecamatan Kendawangan 

 
-
Banjar Sari;        

-
Membuluh I;


-
Membuluh II;


-
Kendawangan I;


-
Kendawangan III;


-
Sukaraja SP 9 AMS;


-
Sukaraja SP 7 AMS;


-
Sukaraja SP 8 AMS.

-
Kecamatan Manis Mata 

-
Air Dekakah SP 7 PPS;


-
Belian Sungsang SP 10 PPS.
· Kecamatan Singkup

-
Sukaraja SP 1 AMS;


-
Sukaraja SP 2 AMS;


-
Sukaraja SP 5 AMS;


-
Sukaraja SP 6 AMS;


-
Sukaraja SP 3 AMS;


-
Sukaraja SP 4 AMS.
· Kecamatan Air Upas

-
Sarang Membuluh SP 1 PPS;


-
Seprimping SP 5 PPS;


-
Sekuningan SP 2 PPS;


-
Lumpak SP 6 PPS;


-
Batu Tanda SP 3 PPS;


-
Air Durian SP 4 PPS;


-
Gahang SP 8 PPS;


-
Kuning SP 9 PPS.

-
     Kecamatan Tumbang Titi

-
Sei Miyang SP 1 SLA;

-
Batu Tajam SP 2 BMI;

-
Semayok SP 2 SLA;

-
Mambok SP 3 BMI;

-
Abut Bekake SP 5 SLA;

-
Pemuatan Batu SP 4 BMI;

-
Pengatapan SP 1 BMI;   
-

Kecamatan Sei Melayu Rayak

-
Sei Melayu SP 1 DSN;

-
Sei Melayu SP 3 DSN;

-
Sei Melayu SP 4 DSN;

-
Sei Melayu SP 2 DSN;

-
Jairan SP 5 DSN;

-
Kepuluk SP 6 DSN;

-
Sei Melayu SP 7 DSN;

-
Sei Melayu SP 8 DSN;

-
Kecamatan Nanga Tayap;

-
Sumber Priangan;

-
Sei Keli I;

-
Sei Keli II;

-
Sei Keli III;

-
Siantau SP 3 SLA;

-
Geronggang SP 4 SLA;

-
Sei Keli III;

-
Sumber Suka III A.
-
Kecamatan Sandai


-
Sumber Resmi I A;


-
Sumber Rejo.
-

Kecamatan Matan Hilir Selatan

-
Pematang Gadung;


-
Sungai Besar;


-
Sungai Pelang.
-

Kecamatan Sungai Laur


-
Sungai Laur SP I.
(d)
Giat Masyarakat :
Seiring dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan dan timbulnya berbagai masalah pemerintahan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Ketapang, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik minat masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum / Unjuk rasa di gedung – gedung pemerintahan baik dari masyarakat umum maupun dari mahasiswa.

7. Pertahanan dan Keamanan

a) Kesatuan TNI / POLRI terdiri dari : 

	No.
	Keterangan 
	Kesatuan
	Jumlah 

	1.
	TNI-AD
	Kodim
	1

	
	
	Kompi
	1

	
	
	Koramil 
	11

	2.
	TNI-AL
	Lantamal 
	1

	
	
	Kamla 
	1

	3.
	POLRI 
	Polres 
	1

	
	
	Polsek Rural
	11

	
	
	Polsek Prarural 
	5

	
	
	Brimob
	1

	
	
	Polsubsektor 
	2


b) Kekompakan aparat keamanan ( TNI / POLRI ) cukup baik;

c) Tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota TNI/POLRI relatif kecil;

d) Kondisi keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polres Ketapang relatif stabil, hal ini ditandai dalam beberapa tahun terakhir tidak ada kerusuhan sosial yang bernuansakan SARA dan tindakan pelanggaran hukum yang menimbulkan dampak keresahan sosial yang bersifat massif. Sedangkan tindak kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, kejahatan atas kekayaan negara, dan kejahatan yang bersifat kontijensi masih berpotensi terjadi di Kalimantan Barat. 

e) Beberapa kasus menonjol yang  mempunyai dampak meresahkan masyarakat dan memerlukan perhatian khusus antara lain :

(1) pembunuhan.

(2) penganiayaan berat.

(3) pencurian dengan pemberatan.

(4) pencurian dengan kekerasan.

(5) pencurian ranmor.

(6) perkosaan.
(7) pembakaran / kebakaran.

(8) perjudian.

(9) narkoba.

(10) penyelundupan.

(11) penggelapan.

(12) pemalsuan mata uang.
f) Analisa dan evaluasi data gangguan Kamtibmas tahun 2021 - 2022, yaitu :

	NO
	JENIS KEJAHATAN 
	2021
	2022

	
	
	L
	S
	%
	L
	S
	%

	1
	Konvensional
	375
	328
	87.46
	466
	389
	83.47

	2
	Trans Nasional
	 117
	117
	100
	93
	93
	100

	3
	Terhadap Kekayaan Negara
	41
	51
	124
	52
	43
	82.69

	4
	Kontijensi / Bencana Alam / Kebakaran Hutan
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	JUMLAH
	419
	533
	496
	93.05
	611
	525


Pada tahun 2022 gangguan Kamtibmas mengalami peningkatan sebanyak 78 kasus dibandingkan tahun 2021. Fakta ini merupakan indikator:
(1) situasi Kamtibmas Polres Ketapang semakin aman;

(2) meningkatnya rasa aman dalam kehidupan masyarakat;

(3) strategi operasional Polres Ketapang yaitu Proactive Policing berjalan efektif dan sudah tepat;

(4) peran media dalam penyebaran informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan kepolisian berjalan efektif. 

Kemudian penyelesaian perkara tahun 2022 mengalami  kenaikan sebesar 3,25 % dibandingkan tahun 2021.    Fakta ini merupakan indikator:

(1) kinerja fungsi penegakan hukum cukup maksimal;

(2) masyarakat pencari keadilan sudah terlayani dengan baik;

(3) tindak pidana yang dilaporkan masyarakat banyak yang terselesaikan;
(4) kompetesi dan profesionalisme penyidik cukup baik dan harus ditingkatkan dalam penanganan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat. 
c) Analisis SWOT
Pelaksanaan tugas Polres Ketapang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal merupakan aspek kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal merupakan aspek peluang dan tantangan. Aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas Polres Ketapang. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Ketapang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdampak akan diusulkan kembali untuk kenaikan tunjangan kinerja Polri menjadi 80%. 
1) Kekuatan (Strength)
a)     Polres Ketapang sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai unsur terdepan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan  pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat melalui penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan,  Polres Ketapang tingkat Kabupaten  sampai tingkat kecamatan dengan struktur 1 Polres Ketapang, 16 Polsek (Polsek : 11 Rural, 4 Prarural), 1 Polsek Kawasan dan 2 Polsubsektor Sei Melayu Rayak dan Air Upas;
b)     Kekuatan personel Polres Ketapang berdasarkan laporan hasil triwulan I T.A. 2022, bahwa jumlah ASN Polres Ketapang sebanyak 569 orang, yang terdiri dari : 

(1) Anggota Polri 558 orang;
(2) PNS Polri 11 orang; 

c)    
Dukungan Sarpras Polres Ketapang yang semakin meningkat setiap tahunnya khususnya pemenuhan peralatan operasional seperti; transportasi laut/sungai dan transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan dan amunisi, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil atau suku cadang tergelar mulai dari Mapolres Ketapang sampai dengan tingkat Polsubsektor dan mendukung sebagian besar  kegiatan operasional Polri; 
d)    
Personel Polres Ketapang telah membuat dan menandatangani komitmen integritas dan zero tollerance terhadap penyimpangan;
e)    
Kepercayaan masyarakat terhadap Polres Ketapang yang terus meningkat merupakan cerminan dari kesadaran masyarakat untuk peduli Kamtibmas dan turut serta berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dilapangan;
f)    
Reputasi/kepercayaan Polres Ketapang oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka penanganan kasus yang menjadi atensi pemerintah dalam hal penanganan Trafficking in person, Illegal  Logging, Illegal Mining, Illegal Trading, Illegal Fishing, korupsi, narkoba, kasus penyeludupan kendaraan bermotor;
g)  
Adanya koordinasi dan kerjasama Polres Ketapang dengan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menghadapi tantangan tugas Polri;

2) Kelemahan (Weakness)
a)     Polres Ketapang belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai pada komunitas terkecil dikarenakan :
(1)
jumlah personel Mapolres Ketapang sesuai DSP antara lain Polri = 1.225, Riil = 558, kurang = 667; PNS = 110, Riil = 11, kurang = 99;

(2)
belum terbentuk Polsek pada Kecamatan Sei Melayu Rayak (sudah Subsektor) ;
(3)
Polsubsektor Air Upas (sudah dibangun Kantor Tipe 170 dan Rumdin 4 KK  swadaya masyarakat);
(4)
belum terbentuk Polsubsektor 3 Kecamatan ;


(a)
Kecamatan Pemahan;
(b)
Kecamatan Singkup;

(c) 
Kecamatan Hulu Sungai;

(5)
Satpolair Polres Ketapang belum memiliki kantor/Dermaga dinas sendiri masih pinjam pakai milik Pemda Kab. Ketapang;

b)     Belum optimalnya pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat (Polmas) sehingga masih sangat diperlukan peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri dilapangan;

c)     Personel Polres Ketapang memiliki kesempatan yang sangat terbatas baik di fungsi operasional maupun pembinaan untuk 
mendapatkan pendidikan dan pengetahuan kepolisian, ketrampilan di lapangan terutama dalam segi penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis informasi, bio kimia dan laboratorium forensik di bidang kriminalitas yang modern. Hal ini dapat dilihat dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih serta masih tingginya proses birokrasi dalam penyelesaian perkara, personel Polri masih sangat terbatas kemampuan dan pengetahuannya;

d)     Kultur budaya organisasi  Polri  termasuk di Polres Ketapang belum menunjukan kemajuan yang optimal yang terindikasi dari masih terdapatnya anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugasnya, meskipun persentasenya bila dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri pada Polri tidak signifikan namun dengan adanya pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan atas pelayanan Polri oleh masyarakat;

e)     Kualitas pelayanan Polres Ketapang kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan baik dari kuantitas pelayanan, jenis pelayanan dan waktu pelayanan yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadahi dan dukungan teknologi informasi sehingga mampu meminimalkan potensi KKN atau penyalahgunaan wewenang.
3) Peluang (Opportunities)
a)     Kebijakan revolusi mental untuk mewujudkan good government, clean governance, anti korupsi dan pelayanan publik yang prima;

b)     Peningkatan anggaran operasional kepolisian dan tunjangan kinerja;

c)     Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang kepada Polres Ketapang dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Ketapang;

d)     Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Polres Ketapang dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan serta informasi gangguan Kamtibmas melalui layanan pesan singkat maupun secara langsung melalui nomor handphone para pejabat utama Polres Ketapang dan para Kapolsek jajaran Polres Ketapang;

e)     Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPR RI, DPRD, BPK, Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian lembaga dan masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan;

f)     Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri di Polres Ketapang yang secara terus menerus berlanjut merupakan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hal ini memberikan peluang bagi Polri untuk dapat melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri yang mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural.  
4) Ancaman (Threat)
a)     Kejahatan antar pulau yang terjadi diwilayah hukum Polres Ketapang terutama rawan terhadap kejahatan lintas negara (Transnational Crime)  meliputi : 

(1) pelanggaran lintas batas orang dan barang.

(2) trafficking in person.

(3) penyelundupan hasil hutan dan hasil perkebunan.

(4) penyelundupan kendaraan.

(5) illegal loging, illegal mining, illegal trading dan illegal fishing;

(6) pengaruh budaya / adat istiadat.
b)     Wilayah Polres Ketapang yang memiliki 6 Polsek pantai yaitu Polsek Delta Pawan, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Benua Kayong, Muara Pawan dan Matan Hilir Utara yang merupakan berbatasan dengan laut yang demikian luas juga menimbulkan kerawanan tersendiri, karena dapat mengakibatkan terjadinya pencurian ikan dan hasil laut lainnya, penyelundupan, imigran illegal dan rawan akses peredaran Narkoba;

c)     Potensi kerusuhan antar etnis, khususnya antara suku Dayak, Melayu dan Madura yang masih mungkin terjadi juga merupakan kerawanan yang perlu diwaspadai. Demikian juga kontinjensi lainnya yang berkaitan dengan unjuk rasa dari mahasiswa, LSM, buruh, kelompok islam radikal memerlukan kesiapan dan kewaspadaan aparat Kepolisian secara berlanjut;

d)     Masih adanya pulau - pulau kecil yang berpenghuni dan yang tidak berpenghuni belum dibangun Pos Pelayanan Kepolisian sehingga rawan terjadinya tindak kejahatan dan sengketa pulau dengan negara tetangga;

e)     Masalah perkebunan kelapa sawit berpotensi menimbulkan konflik, dikarenakan lahan perkebunan yang digunakan sesuai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah masuk dalam wilayah hutan masyarakat / tanah adat dan ketidakadilan dalam proses pembagian kebun plasma;
f)     Meningkatnya jumlah kendaraan di wilayah Polres Ketapang tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan dan kesadaran dari pengguna jalan dan mengakibatkan terganggunya keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
g)    
Terjadinya kerusuhan pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024, penting untuk diantisipasi sejak dini. Apabila karena sesuatu hal, konflik sampai terjadi di sebagian besar daerah, tentu akan sangat sulit ditangani oleh aparat keamanan dan akan dapat berpengaruh langsung terhadap kondisi kamtibmas dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
2. Identifikasi Masalah
Berkembangnya lingkungan strategis yang berdampak pada meningkatnya potensi ancaman dan gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri, maka tugas Polres Ketapang pada tahun 2024 diprediksi akan semakin berat terlebih di tahun 2024 merupakan tahun politik ( Pemilu) yang perlu mendapatkan perhatian khusus, dengan identifikasi masalah sebagai berikut : 
a. Melakukan pemetaan potensi konflik Pemilu Pilpres, pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang baik pada saat pelaksanaan dan pasca pemilu Pilpres, pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang T.A 2024;
b. transformasi digital menjadi pendorong penting dalam respons terhadap pandemi untuk mengantisipasi risiko penularan dan memastikan penerapan jarak fisik (phisical distancing), sementara juga memungkinkan kelangsungan layanan dan aktivitas ekonomi tertentu secara virtual. Perubahan kebiasaan seperti bekerja dan belajar jarak jauh juga menjadi norma bagi sebagian besar masyarakat;
c. menguatnya kepentingan elit politik dalam memperebutkan sumber daya alam mendorong munculnya tuntutan pemekaran wilayah untuk mendapat kekuasaan.
d. degradasi masyarakat berdasarkan SARA akan semakin kuat dengan adanya persiapan kontestasi Pemilu 2024; 
e. proses globalisasi dan kemajuan Iptek juga menghadirkan berbagai ancaman  dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, perkembangan teknologi   informasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta melalui dunia maya (cyber crime) dan penyebaran informasi hoaks yang melanggar UU IT, yang perlu diantisipasi dengan penguatan Pancasila di tengah kehidupan masyarakat; 
f. peredaran Narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme, keberadaan dan kegiatan  kelompok teroris di Ketapang masih tumbuh dan berkembang, mereka mengembangkan pola kegiatan dan sasaran secara sporadis termasuk terhadap sasaran aparat keamanan dan pejabat pemerintah, saat ini kejahatan ciber serta   kejahatan konvensional semakin marak dan telah pada taraf yang meresahkan masyarakat; 
g. penegakan hukum dan pemetaan kejahatan siber berupa penipuan online, pornografi anak dan pencurian data melalui akses Ilegal perlu ditingkatkan Polres Ketapang, mengingat semakin maraknya kasus kejahatan siber yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani Polres Ketapang secara profesional, serta Polres Ketapang perlu untuk mendorong terciptanya bentuk-bentuk produksi konten kreatif, narasi perdamaian dan merawat ke-bhinekaan di media sosial;
h. pengungkapan kejahatan konvensional, Narkoba, terorisme, korupsi, transnational crime dan tindak pidana lainnya perlu ditingkatkan oleh Polres Ketapang mengingat banyaknya kasus-kasus yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani  secara profesional;
i. penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan mengefektifkan kegiatan Supervisi dan kerja sama dengan pengawasan eksternal untuk mewujudkan pelayanan Polres Ketapang yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; 

j. pengembangan aparatur Polres Ketapang yang fokus untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi masih belum optimal sehingga masih perlu untuk ditingkatkan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan dan latihan, rekrutmen dan pembinaan karier yang bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme

k. terpenuhinya Sarpras Polres Ketapang dari tingkat Polres dan Polsek Jajaran sesuai dengan kebutuhan minimal Almatsus dan Alpalkam Polri masih perlu untuk ditingkatkan mengingat Sarpras sangat diperlukan dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari.
l. adanya pulau-pulau yang belum berpenghuni, sangat berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan dan rawan terjadi pengambil alihan pulau/wilayah Ketapang oleh pihak asing masih perlu mendapatkan pengamanan khusus dari Polri. 

II.
Tujuan dan Sasaran
a. Visi dan Misi Polda Kalbar
a. Visi Polda Kalbar 
“Terwujudnya Kalimantan Barat Yang Aman dan Tertib”.

b. Misi Polda Kalbar 
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kalimantan Barat. 
b. Visi dan Misi Polres Ketapang
a. Visi Polres Ketapang
“Terwujudnya Kabupaten Katapang Yang Aman dan Tertib”.

b. Misi Polres Ketapang
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kabupaten Ketapang
c. Tujuan Jangka Menengah

a. Nasional
Tujuan jangka menegah dalam RPJMN 2020-2024 bidang pertahanan dan keamanan yaitu “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Adapun tema Pembangunan yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusuf dan Berkelanjutan” dengan 8 (delapan) fokus percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan), penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respons terhadap perubahan iklim dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi serta Pembangunan Ibukota Nusantara.
b. Polda Kalbar 
Adapun tema pembangunan Polda Kalbar adalah “Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusuf dan Berkelanjutan”.
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat;

2. Menegakkan hukum berkeadilan;

3. Mewujudkan Polda Kalbar yang profesional;

4. Modernisasi pelayanan Polda Kalbar;

5.
Menerapkan manajemen Polda Kalbar yang terintegrasi dan terpercaya.
c. Polres Ketapang 
Adapun tema pembangunan Polres Ketapang adalah “Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusuf dan Berkelanjutan”.
1.
Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Ketapang;

2.
Menegakkan hukum berkeadilan;

3.
Mewujudkan Polres Ketapang yang profesional;

4.
Modernisasi pelayanan Polres Ketapang;

5.
Menerapkan manajemen Polres Ketapang yang terintegrasi dan terpercaya.
d. Sasaran Prioritas
a. Nasional
Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 
1) ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Pembangunan Manusia;

2) pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan penguatan konektivitas;
3) SDM berkualitas dan berdaya saing Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi;
4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air;
5) infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;

6) lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;

7) stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. 

b. Polda Kalbar
Sasaran Prioritas Polda Kalbar tahun 2024 mengacu kepada Sasaran Prioritas Kapolri yang terdapat pada surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2024  adalah sebagai berikut:  
1) pertama “Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat Kalimantan Barat”; 
2) kedua “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polda Kalbar”;
3) ketiga “Penegakan Hukum yang Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”; 
4) keempat “Meningkatkan
Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Kalbar”;

5) kelima “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern”; 
6)  
keenam “Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik”.
c. Polres Ketapang

Sasaran Prioritas Polres Ketapang tahun 2024 mengacu kepada Sasaran Prioritas Kapolri yang terdapat pada surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2024  adalah sebagai berikut:  

1)
pertama “Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat Kabupaten Ketapang”;
2)
kedua “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polda Kalbar”;
3)
ketiga “Penegakan Hukum yang Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”;
4)
keempat “Meningkatkan
Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polres Ketapang”;
5)
kelima “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern”;
6)
keenam “Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik”.
III. Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Polri Tahun 2024
1. Program Prioritas Nasional
Program Prioritas nasional tahun 2024 untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:
1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 
2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 
3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 
4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 
5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 
6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; 
7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Dari program prioritas nasional tersebut di atas, menjaga stabilitas keamanan nasional menjadi prioritas utama Polri, sedangkan untuk prioritas nasional lainnya, Polri merupakan pendukung atau supporting dari Kementerian/Lembaga terkait. 


2.
Arah Kebijakan  dan Strategi Polda Kalbar Tahun 2024

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kalbar Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Polda Kalbar sebagai berikut:
a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan Memperkuat Stabilitas Harkamtibmas di Lokasi Rawan Kejahatan”, yaitu:
1) Meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) analisis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112); 

b) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (prog.Harkamtibmas/Giat 3114);

c) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi (prog.Harkamtibmas/Giat 3115);
d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya prog.Harkamtibmas/Giat 3116); 
e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara (prog.Harkamtibmas/Giat 3117);
f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus (prog.Harkamtibmas/Giat 3150).
2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas melalui kegiatan pencegahan yang proaktif guna mencegah terjadinya kejahatan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);

b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);                      
c) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog.Harkamtibmas/Giat 3131);

d) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog.Harkamtibmas /Giat 3134);
e) penindakan tindak pidana terorisme (Prog.lidiksidik/Giat 3143);

f) pengelolan Multimedia (Prog.dukma/Giat 3149).
3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian PrediMif” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas” (Cooling System);
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);

b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);

c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).
4) Mengedepankan penanganan konflik secara humanis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) analis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);

b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
d) pelayanan psikologi Anggota Polri (prog.Harkamtibmas/ Giat 3110).
5) meningkatkan Gakkum Lantas menggunakan ETLE dan tilang manual serta mengoptimalkan Kamseltibcar lantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat baik saa terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan; 
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan                     dilakukan;

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);

b) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).

6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di lokasi rawan gempa dan bencana;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076; 

c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087).
7) melaksanakan kegiatan pengamanan event nasional/ internasional tahun 2024;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079);  
b) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087); 

c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133); 

d) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog.Harkamtibmas/Giat 3131);
e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (prog.Harkamtibmas/Giat 3116);
f) kerja sama keamanan dan ketertiban luar negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 3122).
8) meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan back up kewilayahan dalam rangka penanganan konflik sosial; pengamanan unjuk rasa; dan menjalin sinergisitas polisional serta gangguan keamanan bersenjata;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130); 
b) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);

c) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076); 

d) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079).
9) meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Stabilitas Harkamtibmas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) kerja sama keamanan dan ketertiban K/L (prog.Harkamtibmas/Giat 3120); 
b) kerja sama keamanan dan ketertiban luar negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 3122). 
10) meningkatkan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog. Harkamtibmas/Giat 3134); 
b) penyelenggaraan kepolisian udara (prog. Harkamtibmas/Giat 3135). 
11) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024:
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130);

b) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog. Harkamtibmas/Giat 3131); 

c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog. Harkamtibmas/Giat 5087); 
d) pengendalian operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5080);
e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (prog.Harkamtibmas/Giat 3114);
f) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142).
12) Meningkatkan kehadiran Polri di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130);
b) kerja sama keamanan dan ketertiban luar negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 3122);

c) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog. Harkamtibmas/Giat 3134).
13) melaksanakan penelitian dan survey lndeks Kamtibmas. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri (Prog.dukma/Giat 5067).

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri Yang Inovatif”, yaitu:
1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan peralatan Polri (Prog.modernisasialmatsus dan saropras Polri/Giat 3084);
2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat (alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan) guna meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) teknologi komunikasi (Prog.dukma/Giat 5055);

b) penyelenggaraan teknologi informasi (Prog.dukma/Giat 3071).
3) meningkatkan pembangunan ruang SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100);

b) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog.modernisasialmatsus dan saropras Polri/Giat 5062).
4) meningkatkan quick response kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
b) pelayanan Kesehatan Polri (Prog.dukma/Giat 3072).


c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Meningkatkan
Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel”, yaitu:
2) meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (Prog.lidiksidik/Giat3140); 
b) penyelenggaraan laboratorium forensik (Prog. lidiksidik/Giat 3141);

c) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142);

d) penindakan tindak pidana terorisme (Prog.lidiksidik/Giat 3143);

e) penindakan tindak pidana Narkoba (Prog.lidiksidik/Giat 3144);

f) penindakan tindak pidana ekonomi khusus (Prog.lidiksidik/Giat 3145);
g) penindakan tindak pidana korupsi (Prog.lidiksidik/Giat 3146);

h) penindakan tindak pidana Siber (Prog.lidiksidik/Giat 3151); 
i) penindakan tindak pidana tertentu (Prog.lidiksidik/Giat 5083);

j) penyelenggaraan kepolisian erairan (Prog.lidiksidik/Giat 3134);
k) penindakan tindak pidana IaIu lintas (Prog.lidiksidik/Giat 4343). 

l) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130).
3) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kemampuan penyidik di era 4.0;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100);
4) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengawasan penyidikan (Prog.lidiksidik/Giat 5086)
5) mengoptimalkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: penyelenggaraan pendataan dan pelayanan informasi kriminal nasional (Prog.lidiksidik/Giat 5084).
d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Meningkatkan
Profesionalisme
dan Kesejahteraan SDM Polri”, yaitu: 
1) meningkatkan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 5070);
2) mengoptimalkan penggunaan Bisnis Proses Polri dalam pengembangan struktur organisasi Polri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: 
penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Prog.dukma/Giat 5052)
3) meningkatkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengendalian pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3107)
4) meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) pembinaan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 5069);

b) pengendalian pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3107). 
5) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054);

b) pembinaan karier personel Polri (Prog.dukma/Giat 3108);
c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105). 
6) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105)
7) meningkatkan ketrampilan dan etika Yanlik serta kemampuan komunikasi digital. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100)
8) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) pelayanan kesehatan (Prog.dukma/Giat 3072);

b) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog.modernisasialmatsus dan sarpras Polri/Giat 5062);

c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105). 

e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern”, yaitu:

1) memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pengkajian dan strategi sarpras (Prog. modernisasialmatsus dan sarpras Polri/Giat 5060); 
b) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri (Prog.dukma/Giat 5067).
2) meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Alpalhankam Polri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) pengkajian dan strategi Sarpras (Prog. modernisasialmatsus dan sarpras Polri/Giat 5060);
b) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri (Prog.dukma/Giat 5067);

3) memenuhi rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah perbatasan. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog. modernisasialmatsus dan sarpras Polri/Giat 5062).
4) pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084). 
5) meningkatkan pengembangan Almatsus SCI. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084);

6) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084)

b) teknologi komunikasi (Prog.dukma/Giat 5055).
7) mengoptimalkan hotline 110 dalam menerima dan merespon pengaduan/ pelaporan masyarakat. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
Teknologi komunikasi (Prog.dukma/Giat 5055). 
f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I”, yaitu:
1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online.  untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog.lidiksidik/Giat 3091);

b) pengawasan penyidikan (Prog.dukma/Giat 5086);

2) mengoptimalkan Saber Pungli (sapunbersih pungutan liar) di lingkungan internal Polri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog.dukma/Giat 3091).
3) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) penyelenggaraan pengamanan internat Polri (Prog.dukma/Giat 3089);

b) pelayanan administrasi keuangan Polri (Prog.lidiksidik/Giat 3068);

4) meningkatkan tata kelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) penyusunan kebijakan Polri (Prog.dukma/Giat 5051);

b) manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054);

c) pelayanan administrasi keuangan Polri (Prog.dukma/Giat 3068); 
d) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kineija dan anggaran Polri (Prog.dukma/Giat 4339). 
5) menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien sesuai dengan Bisnis Proses Polri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Prog.dukma/Giat 5052). 
6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di linpkungan Polri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
Reformasi Birokrasi Polri (Prog.dukma/Giat 5053). 

e. Arah Kebijakan  dan Strategi Polres Ketapang Tahun 2024
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polres Ketapang Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Polres Ketapang sebagai berikut:
a.     Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat”, yaitu:
1)
meningkatkan peran Polres Ketapang dalam menjaga Keamanan Daerah melalui Peningkatan Kemampuan Deteksi Aksi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, serta memetakan potensi konflik Pemilu Pilpres, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan waklil Bupati Kabupaten Ketapang baik pada saat pelaksanaan dan pasca Pemilu Pilpres, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan waklil Bupati Kabupaten Ketapang T.A. 2024 dan gangguan Kamtibmas lainnya; 
(giat3112,3114,3115,3116,3117/prog4/SP1/SS1/IKU1/ PPK/ prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);

b) melakukan Lidik Pamgal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; 
(giat3112,3114,3115,3116,3117/prog4/SP1/SS1/IKU1/ PPK/prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130,131);

c) mengembangkan manajemen operasi Satintelkam Polres Ketapang; 
(giat3112, 3114, 3115, 3116, 3117/prog4/SP1/ SS1/IKU1/PPK/prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);

d) melaksanakan penelitian dan survei dalam rangka  mendukung Indeks Kamtibmas di lingkungan Polres Ketapang. 
(giat5067/prog1/SP1/SS1/IKU1/PPKprog4, giat11, renaksi 41, 42, 43);
14) menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas dan terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, 14, renaksi 51, 55);

b) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi 65);                      
c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang memiliki paham radikal;

(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, 15, renaksi 46, 47, 56, 57, 59);

d) menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi konflik sektarianisme yang berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme;

(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi 60, 61);

e) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media online dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran propaganda kekompok teroris;

(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi 63);

f) meningkatkan pelibatan peran civil society dan tokoh agama garis keras yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme; (giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi 64);

g) melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya; (giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi 65);

h) menetralisir dan menekan isu berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas serta membentuk jaringan media informasi;

(giat3149, 3070/prog1/SP1/SS1/IKU1/PPKprog13, giat43, renaksi151, 152, 155, 156, 159, 160, 161);

i) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan; 
(giat3155/prog060.01.WA/SP6/SS5/IKP10);

j) meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan kriminalitas;

(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi 46);
k) meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat keramaian, rawan kejahatan;

(giat5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi 48);

l) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata; 
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12, renaksi50);

15) meningkatkan kegiatan “Pemolisian Prediktif" dalam rangka  Harkamtibmas (cooling system);
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam;

(Giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat21, renaksi 79, 80);

b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus; 
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat21, renaksi 79, 80);

c) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP;

(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi 46, 47);

d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas; 
(giat3133,4343/prog4,5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, 6, giat 12,  23, renaksi49, 91). 
16) penanganan konflik  secara humanis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/ Komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;


(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi 60, 64, 65, 68);

b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat14, renaksi54, 55, 67);
17) meningkatkan Kamseltibcarlantas   guna   memberikan rasa aman di tengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan; 
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan                     dilakukan;

a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli Lantas; 
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,  renaksi 49);

b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas; 
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27, 28, renaksi49, 107, 112);

c) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung PEN serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas; 
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, 8, giat12, 27, renaksi49, 50, 107);
18) meningkatkan peran aktif Polres Ketapang di wilayah rawan gempa dan bencana untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) personel Satsamapta dan Satpolair Polres Ketapang yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan serta wabah; 
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20, renaksi74, 78);

b) menyelenggarakan
    pelayanan
    bantuan
   kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personel Samapta dan Polair; 
(giat3130,5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19, 20, renaksi 74, 78);

c) memetakan masyarakat desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana; 
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog9,giat30, renaksi123);
d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan pandemi, gempa dan bencana; 
(giat3072,5076/prog1,4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat32, renaksi31). 
19) melakukan pengamanan event  nasional / internasional tahun  2024;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan kepolisian yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan Personil Polres Ketapang yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat event nasional/ internasional berlangsung; (giat5079, 5080,5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18, renaksi73);

b) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada event nasional/ internasional tahun 2024;  

(giat5079,3130,3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat18,renaksi70,71, 73, 126);

c) melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan pemilu 2024 di tahun 2024; 
(giat3130,3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8, giat12, 27, 28, renaksi49, 70, 107, 112);

20) meningkatkan penggelaran operasional kewilayahan personel Polres Ketapang dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisional serta gangguan kelompok kriminal bersenjata;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) mengoordinasikan kesiapan personel Polres Ketapang untuk mampu digerakkan secara cepat dalam rangka pengamanan ibu kota negara baru; 
(giat5079, 5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/ PPKprog9, giat30, renaksi116);
b) melaksanakan dan mengoordinasikan kontinjensi dengan menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik, bencana dan ancaman terorisme;

(giat5079, 5080, 5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog10, giat17, renaksi66, 128, 132);

c) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal
penanggulangan
gangguan keamanan
dan
ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi; 
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat17, renaksi69);

d) membangun sinergisitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif; 

(giat5076,5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPK prog5, giat19, 20, renaksi74, 78);

e) melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat; 
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20, renaksi74, 78, 101, 103);

f) tergelarnya personel di kawasan Obvitnas dan objek tertentu; 
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27, renaksi50, 107, 114, 119, 121, 122, 124, 125);

g) melaksanakan kegiatan pelayanan pelacakan dan penangkalan; 
(giat5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,30, renaksi50, 120);

h) memperkuat
Binmas Noken dengan melibatkan peran Bhabinkamtibmas; 
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/ PPKprog5, giat14, renaksi54, 55). 

21) penguatan Polres Ketapang di bidang keamanan pulau berpenghuni; 
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) membangun kemampuan operasional Satpolair dan Satsamapta Polres Ketapang dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi di wilayah pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan patroli (pre-emtif, preventif dan penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN, melalui laut;

(giat3130, 5087,3134/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, 10, giat12, 10, renaksi48, 50, 133);

b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas, Obvit/Obvitnas dalam rangka penguatan Polres Ketapang di bidang keamanan pulau berpenghuni; (giat3130,3131,3135/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12, renaksi 48, 50);

c) meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat keramaian, rawan kejahatan dalam rangka penguatan Polres Ketapang di bidang keamanan pulau berpenghuni; (giat5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12, renaksi46);

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polres Ketapang”, yaitu:
1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang  berbasis TIK serta terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta pelayanan keliling dibidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;

(giat3133, 3084/prog4, prog2/SP2/SS2/IKU2/PPKprog4, 11, giat9, 10,37,40, renaksi33,37,8,135,141,142,144);

b) meningkatkan pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;

(giat3133,3084/prog4,prog2/SP2/SS1/IKU1/PPKprog4, 11, giat9, 10, 37, 40, renaksi33, 37, 38, 135, 141, 142, 144);

c) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi; (giat3133/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog11, giat37, 38, renaksi135, 136, 137, 139, 143);

2) peningkatan profesionalisme Polres Ketapang dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik; 
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

b) melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan SKCK online; 
(giat3100/prog5/SP2/SS4/IKP4/PPKprog11,giat40, renaksi141, 144);

c) melakukan penilaian kepuasan layanan
kesehatan Polres Ketapang; 
(giat3072/prog1/SP2/SS5/IKP12/PPKprog3,giat8, renaksi31);

d) mengoptimalkan operator (out sourching) untuk helpdesk support aplikasi Binmas Online System (BOS); 
(giat5076/prog4/SP2/SS4/IKP4/PPKprog5,giat14, renaksi54, 55);

e) meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan intelkam memetakan melalui layanan drivethru perpanjangan SKCK dan layanan SKCK delivery; 
(giat3084/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog11,giat40, renaksi141, 144).
2) keterpaduan pengelolaan ruang SPKT dan melanjutkan tata ruang RPK  yang humanis serta berbasis TIK;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a)
pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online; (giat5062/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10, renaksi39, 40);

b) menyusun standar pembangunan SPKT sesuai SPM (giat5060/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10, renaksi38).

3) mengoptimalkan quick response pelayanan kepolisian sesuai Standar  Operasional Prosedur (SOP);

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan                   dilakukan:

a) melaksanakan pengkajian terhadap aturan/SOP pelayanan publik             yang berbelit-belit; 
(giat4340/prog1/SP2/SS5/IKP10/PPKprog11,giat38, renaksi138, 139);
b) mengoptimalkan bantuan teknis penangkalan serta pencarian korban; (giat5081/prog4/SP2/SS1/ IKU1/PPKprog9,giat32, renaksi123);

c) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit; 

(giat3131/prog4/SP2/ SS1/IKU1/PPKprog5, 8, giat12, 27, renaksi50, 107);

d) mengelola kegiatan respons time di Samapta Polres Ketapang dan Polsek jajaran; 
(giat3130/prog4/SP2/SS1/ IKU1/ PPKprog5, 9, giat12, 30, renaksi48, 117). 

c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan Hukum yang Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”, yaitu:
1. peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Polres Ketapang; 
(giat4342/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23, renaksi84);

b) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
(giat3143/prog5/SP3/ SS2/IKU2/PPKprog5,6, giat16, 23, renaksi60, 61,94,95);

c) meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan asset recovery), Narkoba (TPPU), Terorisme, Karhutla/LH serta Siber termasuk kejahatan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; 
(giat3140,   3141,   3142,   3143,   3144,3145,3146, 5083, prog5/SP3/SS2/IKU2/ PPKprog6, giat23, renaksi85, 86, 87, 88, 94,95, 98, 106);

d) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan); 
(giat3145/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23, renaksi86, 109);

e) melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; 
(giat3142/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23, renaksi84);

f) penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat; (giat3151/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi 88);

g) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring; (giat3130/prog4/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi 92, 93, 102);

h) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional; 
(giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,  renaksi89, 90, 108);

i) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan pemeriksaan barang bukti; 
(giat3141/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23, renaksi96);
2. melaksanakan  sertifikasi penyidik  guna meningkatkan  kompetensi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik  Polda Kalbar;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP1/PPKprog6, giat23, renaksi 93);

b) meningkatkan kemampuan pemeriksa Labfor dan Inafis dalam olah TKP; 
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2/PPKprog6,giat23, renaksi93, 96).
3. peningkatan proses  penyidikan yang  efektif guna  menjamin  transparansi dan  akuntabilitas dalam  penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a)
memberikan SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat guna
meminimalisir komplain dari masyarakat
kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; 
(giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog16,giat51, renaksi176, 177);

b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran Birowassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
(giat5082/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog14,giat47, renaksi162, 163);

c) mengoptimalkan  Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) sebagai sarana pengawasan dan transparansi; (giat5082/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi 97). 
d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polres Ketapang”, yaitu:
1. peningkatan kemampuan personel Polres Ketapang era police 4.0;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a)
pelaksanaan latihan Harkatpuan fungsi Dalmas dan Negosiator; 
(giat3100/prog3/SP1/SS1/IKU2/PPKprog3,giat4, Renaksi14);

b)
pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Samapta dan Binmas; 
(giat3100,5076,3130,5087/prog3,4/SP4/SS3/IKP2/PPK prog3, giat4, renaksi14, 16, 76);

c)
peningkatan kapasitas SDM bidang Siber Polres Ketapang, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik; 
(giat3100, 3151, 3141/prog3, 5/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3, giat4, renaksi14);

d)
sertifikasi profesi anggota Polres Ketapang, serta meningkatkan sertifikasi jumlah penyidik Polair Korpolairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri; 
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog6,giat23, renaksi93, 153);

2. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK), Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3) dan pengembangan struktur organisasi Polres Ketapang,;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) Polres dan Polsek jajaran; 

(giat5052/prog1/SP4/SS3/IKP2/PPKprog2,giat3, renaksi6, 7);

b) pengembangan struktur organisasi Polres Ketapang, pada tingkat Polsek dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3; 

(giat5052/prog1/SP4/SS3/IKP2/PPKprog1,giat1,2, renaksi2, 3, 4);

c) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Bag, Sat, Sie, SPKT dan Polsek jajaran guna pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian kelembagaan, baik bidang pembinaan maupun bidang operasional; 

(giat5052/prog1/SP4/SS3/IKP2/PPKprog2, giat3, renaksi6, 7);

d) menyusun manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif; 

(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat5, renaksi18, 19);

e) menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN; 

(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5, renaksi21, 27).

3.
meningkatkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melaksanakan rekrutmen anggota Polres Ketapang, secara proaktif dan terpadu berbasis T.I (Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward); 

(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi8, 9, 10, 12);

b) melaksanakan sosialisasi Diktukba yang terdiri dari: Tamtama, Serdik Bintara, SIPSS dan Serdik Akpol. Sedangkan Serdik adapun untuk Dikbangum terdiri dari PAG, SIP, Sespimma, Sespimmen, Diklat Pim Tk II, Diklat Pim Tk III dan Diklat Pim Tk.IV sedangkan untuk Dikbangspes, Pelatihan; 

(giat3096,3097,3098,3099,3100,5071,5072/prog3/SP4/ SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,5, renaksi11, 17, 21, 22);

c) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polres Ketapang,secara objektif; 

(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4, renaksi11);

d) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif; 
(giat3104/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5, renaksi21);

e) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dan pengemban Polmas dalam menangani konflik sosial secara humanis yang terjadi di masyarakat di bidang Kamtibmas; 
(giat3100, 5076/prog3, 4/SP4/SS3/IKP1/ PPKprog3, giat4, renaksi16).
4.
pelaksanaan
  Sistem  Manajemen Karir  berbasis kinerja serta berdasarkan  spesifikasi penugasan wilayah.

        untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a)
menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan “sistem reward and punishment”; 
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat5, renaksi23);

b)
membangun sistem penilaian kompetensi Polres Ketapang, yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”; 
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPK prog3, giat5, renaksi22);

f) mengintegrasikan Sistem Manajemen Kinerja online dengan SIPP; 
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat5, renaksi18);

g) memperbanyak jumlah asesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus; 
(giat3100, 5076/prog1, 3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi13).

5. peningkatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi  aparatur Polres Ketapang;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melaksanakan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama; 
(giat3072/prog1/SP4/SS5/IKP12/PPKprog3,giat8, renaksi31);

b) melaksanakan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai Polres Ketapang yang gugur/tewas dalam tugas; 
(giat3072, 3105/prog1, 3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat8, renaksi30, 32);

c) melaksanakan  pelayanan  administrasi  pegawai pada   Polres Ketapang berkaitan  dengan  Asabri; 

(giat3105/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat8, renaksi29);

d) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum;

(giat5062,3072,5052/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat8, renaksi 30,31);

e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polres Ketapang yang modern”, yaitu:

1)
pemenuhan sarana dan prasarana dan Almatsus Polres Ketapang yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
         untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) Melanjutkan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online; 
(giat5062, 3071/prog1,2/ SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, giat9, 10, renaksi 34, 39, 40);

b) pemenuhan Almatsus Polres Ketapang yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan; 
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, 11, giat9, 10, 37, 40, renaksi34, 37, 38, 45, 115, 135, 144);

c) pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online; (giat3084,3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog11, giat40, renaksi141);

d) melaksanakan pembangunan RTMC/TMC; 
(giat5062, 3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, 12, giat10, 41, renaksi38, 145);

e) melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;  
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog11,giat40, renaksi141);

f) pembuatan prototype peralatan Polres Ketapang berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini; 
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4//PPKprog4,giat10, renaksi39);

g) pengembangan 110; 
(giat3084, 5055/prog2/SP5/SS4/ IKP4/PPKprog4, giat9, renaksi36);

h) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);
(giat5060,5051/prog4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10, renaksi37, 38);

i) pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah. 
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10, renaksi37.
2) pemenuhan rumah dinas pegawai Polres Ketapang serta pembangunan fasilitas perkantoran; 
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

· mengusulkan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri; 
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog3,giat8, renaksi29);

3) Pembangunan dan penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melaksanakan pengadaan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi; 
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9, renaksi34);

d) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline kepolisian dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat; (giat5062/prog2/SP5/SS1,4/IKP4/PPKprog4,giat9, renaksi36);

c) mengembangkan teknologi kepolisian berdasarkan hasil penelitian; 

(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat11, renaksi41);
f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penguatan Pengawasan Yang Efektif Berbasis Teknologi Informasi guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”, yaitu:
1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a)
klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu; 
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/PPKprog12,giat42,  renaksi150);

b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online; 
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/PPKprog12,giat42, renaksi 149, 167);

c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal; 
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/PPKprog15,giat49, renaksi171, 172, 174);

d) pemasangan perangkat keras (Hardware) dan
perangkatlunak (Sofware) terkait rekruitmen pendidikan pembentukan serta terkait penangan perkara pidana dan pelayanan publik; 
(giat3091/prog1/SP6/SS45/IKP4/PPK prog15, giat50, renaksi175).
1) mengoptimalkan penguatan Saber pungli di lingkungan Polres Ketapang;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a)
meningkatkan sinergisitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas Pungli; 
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/ PPK/PPKprog15, giat48, renaksi169);

b)
membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara Satgas dan UPP; 
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/ PPKprog15, giat48, renaksi168, 169);

c)
meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli; 
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/ PPKprog15, giat49, renaksi166, 170);

d)
pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait Rekrutmen Pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS; 
(giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPK prog15, giat48, renaksi168, 169);

e)
pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, SESPIMMA, SESPIMMEN/PKN Tingkat 2, dan PKN Tingkat 2; 
(giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPKprog15,giat48, renaksi168, 169);

e) pelaksanaan operasi Bersih terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan Publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK); 
(giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPKprog16,giat51, renaksi176, 177);

f) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polres Ketapang; 
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat48, renaksi169). 
3)

meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polres Ketapang; 
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi; 
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat49, renaksi170, 173);

b) meningkatkan 
kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi; 
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat48, renaksi168, 169);

c) sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara  di  lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  serta  Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog14,giat47, renaksi165).
2) meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) mengembangkan aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran Polri; 
(giat3088/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPK prog4, giat10, renaksi38, 140);

b) meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran Satker sehingga lebih efektif dan efisian; 
(giat4339/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPKprog15,giat48, renaksi113, 129, 168);
c) meningkatkan sinergisitas dalam menyusun produk perencanaan Polri (Rancangan Renja Polda Kalbar dan Renja Polda Kalbar) guna mensinkronkan pembangunan di Polres Ketapang agar semakin berkualitas; 
(giat5051/prog1/SP6/SS5/IKP7/PPKprog14,giat47, renaksi163);

d) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi logistik, fungsi keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tatakelola keuangan pada tingkat Satker; 


(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP8/PPKprog15,giat48, renaksi168);

e) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polres Ketapang Semester dan Tahunan; 


(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPKprog14,giat47, renaksi163);

f) melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran baik di bidang pembinaan dan operasional; 


(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPKprog14,giat47, renaksi162). 
3) menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan); 

(giat5052/prog1/SP6/SS5/IKP10,12/PPKprog1,giat1, renaksi1, 2);

b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya; (giat5052/ prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog1, giat1, renaksi3);

4) peningkatan  kualitas  pelayanan  publik Polri melalui  pelaksanaan  reformasi birokrasi di lingkungan Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh jajaran Polres Ketapang untuk memedomani kebijakan  Forum Konsultansi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat; 

(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat38, renaksi139, 140);

b) melanjutkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik diseluruh unit pelayanan publik Polres dan Polsek jajaran, agar sesuai  dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;  

(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat138, renaksi140);

c) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik; 
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat38, renaksi139, 140);

d) mempertahankan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM; 

(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat39, renakasi140);

e) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polres dan Polresta dan Satker Polda; 
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog12,giat41, renaksi146)
IV.
Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polres Ketapang T.A. 2024
1.    Program dan Kegiatan 

a. Program Dukungan Manajemen 
1)
Tujuan: 
                 Terwujudnya good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.
2)
Kegiatan:

a) penerangan masyarakat;

b) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;

c) pertanggungjawaban profesi;
d) penyelenggaraan pengamanan  internal Polri;
e) penegakan tata tertib dan disiplin Polri;
f) penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan; 
g) pemberian bantuan dan nasehat hukum;

h) kerjasama dan penyuluhan hukum;

i) reformasi dan birokrasi Polri;
j) manjemen anggaran;
k) pengelolaan informasi dan dokumentasi
b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri 

1)
Tujuan: 

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional. 

2)
Kegiatan:
-
dukungan manajemen dan teknis Sarpras;
c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1)
Tujuan: 
Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerjasama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif. 
2)
Kegiatan:
a) analisis keamanan;

b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;

c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;

d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;

e) penyelenggaraan strategi keamanan dan
 ketertiban bidang keamanan negara;

f) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

g) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;

h) penyelenggaraan pengamanan objek vital;

i) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;

j) penyelenggaraan kepolisian perairan;

k) pembinaan potensi keamanan;

l) pengendalian operasi kepolisian;
d. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 
1)
Tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2)
Kegiatan: 

a) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

b) penyelenggaraan laboratrium forensik;

c) penindakan tindak pidana umum;

d) penindakan tindak pidana Narkoba;

e) penindakan tindak pidana korupsi;

f) penindakan tindak pidana perairan;

g) penindakan tindak pidana lalu lintas.
h) pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
2. Pagu Indikatif  Polres Ketapang Tahun Anggaran 2024
Alokasi Pagu Indikatif Polres Ketapang per program per kegiatan dalam T.A. 2024 sebesar Rp. 61,188,803,000,00 (Enam Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
a. (060.01.WA) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri  Rp 43,787,126,000,00 (Empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh neam ribu rupiah) meliputi: 

a. Penerangan  Masyarakat   (volume output 12 layanan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 88.950.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); RM
b. Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri (volume output 24 layanan) Rp 43.524.639.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah); RM

c. Pertanggungjawaban Profesi Rp 13.657.000,00 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) pada laporan:

· Layanan audit internal (volume output 2 dokumen)   dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.657.000,00 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah); RM;

d. Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri Rp 29.000.000,00 (Dua puluh sembilan juta  rupiah); pada:

· Layanan audit internal (volume 
output 10 dokumen)   dengan  alokasi anggaran sebesar Rp 29.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta  Rupiah); RM; 

e. Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri Rp 15.975.000,00 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); pada laporan:

·    
Layanan audit internal   (volume output 12 dokumen)  dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.975.000,00 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); RM; 
f. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Rp 35.961.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah); pada laporan:

· Layanan audit internal (volume output 16 dokumen) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 35.961.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);RM;
g. Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum Rp 6.020.000,00 (Enam Juta Dua Puluh Ribu Rupiah); pada:

· Layanan bantuan hukum kepada institusi, pegawai negeri pada polri dan keluarganya (volume output 1 layanan) dengan alokasi anggaran sebesar             Rp 6.020.000,00 (Enam juta dua puluh ribu rupiah); RM;
h. Kerjasama dan Penyuluhan Hukum Rp 17.960.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); pada:

·   
Peraturan Perundangan-undangan Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat  (volume  output 256 orang)   dengan   alokasi
anggaran sebesar Rp 17.960.000,00 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); RM; 
i. Reformasi Birokrasi Polri Rp 42.899.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); pada:

· Layanan Reformasi Kinerja (volume output 12 Naskah/Dokumen) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.899.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); RM; 
j. Manajemen Anggaran Rp11.065.000,00 (Sebelas Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); terdiri dari:

· layanan perencanaan dan penganggaran (volume output 2 dokumen) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.065.000,00 (Sebelas Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); RM;

k. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); pada:

· layanan data dan informasi (volume output                             4 layanan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);RM.
b. (060.01.BP) Program Modernisasi Almatsus dan Sarana dan Prasarana Polri  Rp 4,778,819,000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) meliputi: 

1) Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras                           Rp 4,778,819,000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) terdiri dari:
a) layanan umum (volume output 12 layanan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 498.916.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah); PNBP;

b) layanan perkantoran Sarpras (volume output 12 layanan) dengan alokasi anggaran sebesar                 Rp 4,279,903,000,00 (Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah); RM;

c. (060.04.17) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  Rp 9.581.852.000,00 (Sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) pada: 

1) Analisis Keamanan Rp 267.775.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima  Ribu Rupiah); pada:


-
Layanan informasi analisis keamanan (volume output 176 laporan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 267.775.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima  Ribu Rupiah); RM
2) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik   Rp 201.759.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah); terdiri dari:

·   
informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Politik (volume output 248 laporan kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar                Rp 201.759.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah); RM

3) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi   Rp 297.031.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah); terdiri dari:

·   
informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Ekonomi (volume output 432 jumlah laporan kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 297.031.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah); RM
4) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya Rp 240.377.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah); terdiri dari:

·  
informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Sosial Budaya (volume output 330 jumlah laporan kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 240.377.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah); RM

5) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara Rp 273.503.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah); terdiri dari:

·  
informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Keamanan Negara (volume output 302  jumlah  laporan  kegiatan) dengan alokasi anggaran  sebesar Rp 273.503.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah); RM

6) Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp 3.967.653.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah); terdiri dari:
1.
 Layanan Umum (volume output 12  layanan) dengan alokasi anggaran  sebesar Rp 3.869.861.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah); RM

2.     Layanan Perkantoran (volume output 12 Layanan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.792.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
7) Pembinaan Pelayanan fungsi Sabhara Rp 364.844.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat  Ribu Rupiah); terdiri dari:
-
 layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (volume output 1539 operasi) dengan alokasi anggaran 
sebesar Rp 364.844.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat  Ribu Rupiah); RM

8) Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital                            Rp 235.200.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); terdiri dari:

· layanan pembinaan pengamanan Objek Vital/Objek Vital Nasional (volume 
output 1764 operasi) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 235.200.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); PNBP

9) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Bidang Lantas Rp 829.756.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam  Ribu Rupiah); terdiri dari:
a) layanan pembinaan teknis fungsi Lalu Lintas (volume output 12 layanan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 117.000.000,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah); PNBP
b) layanan Turjawali Lalu Lintas
(volume output 632  operasi) 
dengan lokasi anggaran sebesar                     Rp 308.416.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah); PNBP

c) layanan informasi budaya tertib Lalu Lintas
(volume output 12 layanan) dengan lokasi anggaran sebesar              Rp 119.940.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah); PNBP
d) layanan umum (volume output 12 layanan) dengan lokasi anggaran sebesar Rp. 204.400.000 (Dua Ratus Empat Juta Empat Raus Ribu Rupiah);PNBP
10) Penyelenggaraan Kepolisian Perairan Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); pada:

· Layanan  Kamtibmas  di wilayah  Perairan  (volume output  26 operasi) dengan alokasi anggaran   sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);RM

11) Pembinaan Potensi Keamanan Rp 1.487.339.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah); pada :
a) Pemberdayaan Potensi Keamanan (volume output 198 laporan) dengan alokasi anggaran sebesar               
Rp 258.839.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah); RM
b) Penguatan Peran Bhabinkamtibmas (volume output 18900 laporan) dengan alokasi anggaran sebesar     Rp 1.228.500.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); RM

12) Pembinaan operasi Kepolisian Rp 1,227,895,000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah); pada: 


-
Pengamanan Pemilu (volume output 1 operasi) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,227,895,000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);  RM
13) Pengendalian operasi Kepolisian Rp 168.720.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); pada: 


-
layanan pengendalian operasi Kepolisian (volume output 2 Layanan ) dengan alokasi anggaran sebesar          Rp 168.720.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);  RM

d. (060.01.BI) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp 3.041.006.000,00 (Tiga Miliar Empat Puluh Satu Juta Enam Ribu Rupiah); meliputi:
1) Penyelenggaraan indentifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp 7.600.000,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); terdiri dari:

· hasil pemeriksaan identifikasi (volume output 7 produk) dengan alokasi anggaran sebesar       Rp 7.600.000,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);RM
2) Penyelenggaran laboratorium forensik Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah); RM
· hasil pemeriksaan laboratorium forensik (volume output 8 produk) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah); RM
3) Penindakan Tindak Pidana Umum Rp 1.867.471.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah); RM

· Penanganan Tindak Pidana Umum (volume output 80 perkara) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.867.471.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah); RM
4) Penindakan Tindak Pidana Narkoba Rp 598.920.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); RM

· Penanganan Tindak Pidana Narkoba (volume output 24  perkara) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 598.920.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);RM

5) Penindakan Tindak Pidana Korupsi Rp 377.563.000,00 (Tiga Ratus Tjuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah); RM

· Penindakan Tindak Pidana Korupsi (volume  output 2 perkara)   dengan    alokasi   anggaran sebesar Rp 377.563.000,00 (Tiga Ratus Tjuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah); RM
6) Penindakan Tindak Pidana Perairan Rp 33.330.000,00 (Tiga Puluhtiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); RM

· Penindakan Tindak Pidana Perairan (volume  output 3 perkara)   dengan    alokasi   anggaran sebesar           Rp 33.330.000,00 (Tiga Puluhtiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);  RM
7) Penindakan Tindak Pidana Lalu lintas Rp 126.522.000,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah); RM

· Penindakan Tindak Pidana Lalu lintas (volume  output 37 perkara)   dengan    alokasi   anggaran sebesar Rp 126.522.000,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah Upiah); RM
8) Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp 25.600.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); RM
· Bantuan penanganan tindak pidana (volume output 35 operasi) Rp 25.600.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); RM
Dengan demikian disampaikan total Pagu Indikatif pada Rencana Kerja dan Anggaran Polres Ketapang T.A. 2024 sebesar Rp. 61,188,803,000,00 (Enam Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah) mengalami  penurunan sebesar Rp 139,299,000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau turun 0,22 % dibandingkan dengan pagu alokasi Polres Ketapang T.A. 2023  sebesar  Rp 61,328,102,000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Serratus Dua Ribu Rupiah) dengan rincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:
1) rincian Pagu Indikatif Polri T.A. 2024 per jenis  Belanja sebagai berikut: 

	No.
	Jenis Belanja
	Pagu

(Rp)

	a.
	Belanja Pegawai 
	42,825,025,000

	b.
	Belanja Barang 
	18,363,778,000


2) rincian Pagu Indikatif T.A. 2024 per sumber anggaran sebagai berikut:
	No.
	Sumber Anggaran 
	Pagu

(Rp)

	a.
	Rupiah Murni 
	59,150,745,000

	b.
	PNBP
	2,038,058,000


3) rincian Pagu Indikatif T.A. 2024 per Program sebagai berikut:
	No.
	Program  
	Pagu

(Rp)

	a.
	Program Dukungan Manajemen
	43,787,126,000

	b.
	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
	4,778,819,000

	c.
	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	9,581,852,000

	d.
	Program     Penyelidikan     dan     Penyidikan      Tindak       Pidana
	3,041,006,000


4) kegiatan yang  berdasarkan Pagu Indikatif Polres Ketapang T.A. 2024  

a) kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, daya dan jasa serta keperluan perkantoran);

b) kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, terorisme, korupsi, Narkoba, perdagangan orang, keamanan laut, kejahatan siber dan penegakan hukum lainnya di daerah hukum Kalbar guna mendukung tercapainya sasaran prioritas Kapolri Tahun 2024;

c) penguatan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Polres Ketapang, penanganan gejolak sosial, penanganan kasus menonjol, separatisme/KKB, terorisme, berita hoaks dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi serta pembangunan perumahan dan kesehatan bagi personel Polres Ketapang;

d) melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polres Ketapang, baik di bidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin profesional modern dan terpercaya;

e) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas Polres Ketapang melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan kamtibmas;

f) meningkatkan kegiatan keamanan di wilayah perairan dengan memperkuat satuan Polair Polres Ketapang di tingkat kewilayahan;
g) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Ketapang; 

h) mendukung pelaksanaan penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polri serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri; 
i) mengakomodir dan menindaklanjuti 7 kegiatan Program Prioritas Kapolri.
V.
PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Ketapang T.A. 2024 disusun, sebagai  pedoman  dalam pelaksanaan kegiatan dan Rencana Kerja Polres Ketapang  pada T.A. 2024.
Ditetapkan  di : Ketapang
pada tanggal  :         31           AGUSTUS   2023
   
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KETAPANG
   TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc., (Eng).

 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82051105



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 
POLRES KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2024
	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	TARGET
	KET

	
	
	
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Ketapang 
	Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Ketapang
	4.28
	Sasaran Impact

	1.
	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	Indeks Harkamtibmas Polres Ketapang
	87.84
	

	2.
	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan
	Indeks Gakkum Polres Ketapang
	82.89
	

	3.
	Profesionalisme SDM 
	Indeks Profesionalitas SDM Polres Ketapang
	31.7
	

	
	
	
	
	

	4.
	Modernisasi Teknologi
	a. Survey Kepuasan Alkom 
	100%
	

	
	
	b. 
Persentase Pemenuhan Almatsus
	98%
	

	
	
	c. 
Persepsi Kemudahan Akses Data
	5
	

	5.
	Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani
	a. Nilai SAKIP 
	70.00
	

	
	
	b. Nilai RBP
	87,47
	

	
	
	c. Nilai Kinerja Anggaran
	98
	

	
	
	d. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
	84.3%
	

	
	
	e. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polres Ketapang
	83%
	


Ditetapkan  di : Ketapang
pada tanggal  :         31       Agustus      2023

 KEPALA KEPOLISIAN RESOR KETAPANG
     TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc., (Eng).

     AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82051105     


RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024
REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2024
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
: 
KEPOLISIAN RESOR KETAPANG
2. VISI


: 
Terwujudnya Kabupaten Ketapang yang Aman dan Tertib

3. MISI


: 
Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat

4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L
	KODE
	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L
	TARGET 2024
	ALOKASI 2024 

	01
	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	
	9,581,852,000,-

	01.01
	Indeks Harkamtibmas
	87.84
	

	02
	Penegakkan Hukum Secara Berkeadilan
	
	3,041,006,000,-

	02.01
	Indeks Gakkum
	82.89
	

	03
	Profesionalisme SDM
	
	-

	03.01
	Indeks Profesionalitas SDM Polres Ketapang
	31.7
	

	04
	Modernisasi Teknologi
	
	4,778,819,000,-

	04.01
	Persentase Kepuasaan Penggunaan Alkom
	100%
	

	04.02
	Persentase Pemenuhan Almatsus
	98%
	

	04.04
	Persepsi Kemudahan Akses Data
	5
	

	05
	Pengawasan Yang Akuntabel, Bersih Terbuka dan Melayani
	
	43,787,126,000,-

	05.01
	Nilai SAKIP
	70.00
	

	05.03
	Nilai RBP
	87.47
	

	05.05
	Nilai Kinerja Anggaran
	98
	

	05.06
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
	84.3%
	

	05.07
	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum Yang Dihadapi Polri
	83%
	

	Total
	61,188,803,000,-



Ketapang,    31    Agustus  2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KETAPANG
 




         TOMMY FERDIAN, S.I.K., M.Sc., (Eng).

 





       AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82051105
6. PROGRAM DAN PENDANAAN

	KODE
	PROGRAM
	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024

	
	
	RP
	   PNBP
	BLU
	PLN
	RMP
	PDN
	HIBAH
	PH
	SBSN
	HN
	TOTAL

	060.BI
	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
	2,914,484,000
	126,522,000


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,041,006,000

	060.BP
	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
	4,279,903,000
	498,916,000


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,778,819,000

	060.BQ
	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	8,169,232,000
	1,412,620,000


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,581,852,000

	060.WA
	Program Dukungan Manajemen
	43,787,126,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43,787,126,000

	Total
	59,150,745,000
	2,038,058,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	61,188,803,000






REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2024
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA


:
KEPOLISIAN RESOR KETAPANG
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG
:
02 - Penegakkan Hukum Secara Berkeadilan

3. PROGRAM


:
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

4.   SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
	KODE
	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
	TARGET 2024
	ALOKASI 2024

	01
	terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi
	
	3,041,006,000



	01.01
	Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional.
	81
	

	01.02
	Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional.
	76,3
	

	01.03
	Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara,
	85
	

	01.04
	Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.
	0
	

	Total
	3,041,006,000


5.
OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
	KODE
	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
	ALOKASI 2024 

	01
	layanan penegakkan hukum oleh Polri
	3,041,006,000

	01.01
	Indeks Penegakkan hukum Polri
	

	Total
	3,041,006,000


6. KEGIATAN DAN PENDANAAN
	KODE
	PROGRAM
	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024

	
	
	RP
	PNBP
	BLU
	PLN
	RMP
	PDN
	HIBAH
	PH
	SBSN
	HN
	TOTAL

	3140
	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
	7.600.000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7.600.000

	3141
	Penyelenggaraan Laboratrium Forensik
	4.000.000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.000.000

	3142
	Penindakan Tindak Pidana Umum
	1.867.471.000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.867.471.000

	3144
	Penindakan Tindak Pidana Narkoba
	598,920,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	598,920,000

	3146
	Penindakan Tindak Pidana Korupsi
	377,563,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	377,563,000

	4342
	Penindakan Tindak Pidana Perairan
	33,330,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33,330,000

	4343
	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas
	0,0
	126,522,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	126.522.000

	5082
	Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
	25,600,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25,600,000

	Total
	2,914,484,000
	126,522,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,041,006,000






REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2024
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA


:
KEPOLISIAN RESOR KETAPANG 
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG
:
01 - Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

3. PROGRAM


:
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

4. PRIORITAS NASIONAL
	KODE
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS
	ALOKASI 2024 (RIBU)

	02
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
	-

	02.04
	Pembangunan Wilayah Kalimantan
	-

	Total
	-


5.
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
	KODE
	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
	TARGET 2024
	ALOKASI 2024 

	01
	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan
	
	9,581,852,000

	01.01
	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan
	87,84
	

	Total
	9,581,852,000


6.
OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
	KODE
	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
	ALOKASI 2024 

	01
	layanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
	9,581,852,000

	01.01
	Indeks Harkamtibmas
	

	Total
	9,581,852,000


7.
KEGIATAN DAN PENDANAAN

	KODE
	PROGRAM
	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024

	
	
	RP
	PNBP
	BLU
	PLN
	RMP
	PDN
	HIBAH
	PH
	SBSN
	HN
	TOTAL

	3112
	Analisis Keamanan
	267.775.000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	267.775.000

	3114
	Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik
	200.464.000
	1,295,000


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	201,759,000



	3115
	Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi
	295.736.000
	1,295,000


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	297.031.000

	3116
	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya
	239.082.000
	1,295,000


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	240.377.000

	3117
	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara
	271.838.000
	1,665,000


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	273.503.000

	3128
	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	3.774.733.000
	192,920,000


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,967,653,000



	3130
	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara
	223.472.000
	141,372,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	364.844.000

	3131
	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital
	0,0
	235,200,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	235.200.000

	3133
	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas
	0,0
	829,756,000


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	829,756,000

	3134
	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan
	20.000.000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20.000.000

	5076
	Pembinaan Potensi Keamanan
	1,479,517,000
	7,822,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,487,339,000

	5080
	Pengendalian Operasi Kepolisian
	168,720,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	168,720,000

	
	Total
	8,169,232,000
	1,412,620,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,581,852,000






REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2024

1.  KEMENTERIAN/LEMBAGA


:
KEPOLISIAN RESOR KETAPANG
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG
:
04 - Modernisasi Teknologi

3. PROGRAM


:
Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri

4.  PRIORITAS NASIONAL

	KODE
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS
	ALOKASI 2024 

	07
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	0

	07.05
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
	0

	Total
	0


5. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

	KODE
	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
	TARGET 2024
	ALOKASI 2024

	01
	Almatsus dan Sarpras
	
	4,778,819,000

	01.01
	persentase pemenuhan Almatsus dan Sarpras
	98,02%
	

	Total
	
	4,778,819,000


6. KEGIATAN DAN PENDANAAN

	KODE
	PROGRAM
	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023

	
	
	RP
	PNBP
	BLU
	PLN
	RMP
	PDN
	HIBAH
	PH
	SBSN
	HN
	TOTAL

	5059
	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras


	4,279,903,000
	498,916,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,778,819,000

	Total
	4,279,903,000
	 498,916,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,778,819,000






REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2024
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA


:
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG
:
05 - Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih Terbuka, dan Melayani

3. PROGRAM


:
Program Dukungan Manajemen

4. PRIORITAS NASIONAL
	KODE
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS
	ALOKASI 2024

	07
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	-

	07.05
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
	-

	Total
	-


5.  SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
	KODE
	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
	TARGET 2024
	ALOKASI 2024 

	01
	terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan
	
	43,787,126,000

	01.01
	persentase pemenuhan layanan internal yang berkualitas
	87.47
	

	Total
	


6.  OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
	KODE
	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
	ALOKASI 2024 

	01
	layanan kepada internal Polri
	43,787,126,000

	01.01
	Jumlah layanan yang di berikan sesuai SOP
	

	Total
	43,787,126,000


7. KEGIATAN DAN PENDANAAN
	KODE
	PROGRAM
	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024

	
	
	RP
	PNBP
	BLU
	PLN
	RMP
	PDN
	HIBAH
	PH
	SBSN
	HN
	TOTAL

	3070
	Penerangan Masyarakat
	88.950.000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	88,950,000

	3073
	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
	43,524,639,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43,524,639,000

	3088
	Pertanggungjawaban Profesi
	13,657,000


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,657,000

	3089
	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri
	29,000,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29,000,000

	3090
	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri
	15.975.000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15.975.000

	3091
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan
	35.961.000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35.961.000

	3154
	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum
	6.020.000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6.020.000

	3155
	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum
	17,960,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,960,000

	5053
	Reformasi Birokrasi Polri
	42.899.000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42.889.000

	5054
	Manajemen Anggaran
	11.065.000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11.065.000

	5056
	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	1.000.000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.000.000

	
	Total
	43,787,126,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43,787,126,000





Memperhatikan ……





Tembusan :





1.	Kapolda Kalbar.


2.	Irwasda Polda Kalbar.


3.  Karorena Polda Kalbar. 





Paraf konseptor:


Kabagstrajemen 	:	………..


Kasubbagrenmin	: ………..


Karorena 	: ………..


Kasetum	: ………..


Koorspripim	: ………..


Irwasda	: ………..


Waka	: ………..





Paraf konseptor:


Kabagstrajemen 	:	………..


Kasubbagrenmin	: ………..


Karorena 	: ………..


Kasetum	: ………..


Koorspripim	: ………..


Irwasda	: ………..


Waka	: ………..





legislatif…





Polri ……





eksklusifisme…





gangguan…





2020-2024 …..





(4) Kabupaten ….





Simpang Dua….





11. Manis mata... ….





pada ….





(10)  Pulau….





Kakap,....





(10) Demografi….


….





Berdasarkan…. ......





Tabel…











Kelompok Umur�
�
Penduduk (Jiwa)


Population (Person)�
�
�
Age Group�
Laki-Laki


Male�
Perempuan


Female�
Jumlah


Total�
�
(1)�
(2)�
(3)�
(4)�
�
0 – 4�
23 665�
22 638�
46 303�
�
5 – 9�
23 976�
22 972�
46 948�
�
10 – 14�
26 092�
24 525�
50 617�
�
15 – 19�
28 462�
26 216�
54 678�
�
20 – 24�
26 537�
24 980�
51 517�
�
25 – 29�
27 633�
26 464�
54 097�
�
30 – 34�
26 589�
24 617�
51 206�
�
35 – 39�
25 683�
22 984�
48 667�
�
40 – 44�
23 283�
21 071�
44 354�
�
45 – 49�
20 446�
18 571�
39 017�
�
50 – 54�
18 002�
15 877�
33 879�
�
55 – 59�
13 738�
11 772�
25 510�
�
60 – 64�
9 939�
8 373�
18 312�
�
65 – 69�
6 616�
5 659�
12 275�
�
70 – 74�
3 904�
3 749�
7 653�
�
75 +�
3 303�
3 581�
6 884�
�
2022�
307 868�
284 049�
591 917�
�
2021�
301 863�
278 064�
579 927�
�
Total              2020�
297 266�
273 391�
570 657�
�
2019�
265 309�
247 474�
512 783�
�
2018�
260 789�
243 219�
504 008�
�






Kecamatan….





Potensi….





2. Pertanian.... 








kelapa.... 








4.Kehutanan.... 








(2) di kabupaten.... 








k. Partai.... 








total.... 








Air... 





Lainya... 





nilai - nilai.... 








Tertinggal... 








Desa Sei Awan......





Desa Pembedilan.... 








Desa Istana.... 








Desa Lubuk Kakap ....





- Desa Sepakat Jaya ......





Desa Titi Baru.... 








Desa Kepari....





Desa Sukaraja ......





Desa Kenanga.... 








Desa Rangga Intan ......





Desa Suka Ramai....





-Desa Sungai Melayu Baru.... 








(1)) Daerah......





Seprimping ......





Sei Keli I....





Pertahanan.... 








(7) pembakaran.... 








(1) kinerja.... 








b) Kekuatan.... 








2) Kelemahan.... 








birokrasi.... 








e) Makin.... 








c) Potensi.... 








kekayaan.... 








wabah.... 








g. penegakan.... 








II. Tujuan .... 








Produktivitas.... 








4) revolusi…





keempat…





2. Arah…





c) penyelenggaran…..





memberikan…..





e) penyelenggaraan…..





b)    penyelenggaraan…..





b.   Arah…..





c.  Arah…..





untuk…..





Meningkatkan……..





e.   Arah…..





5)   meningkatkan…..





a)  penyelenggaraan…..





e.   Arah…..





(giat.... 








f) meningkatkan.... 








15) meningkatkan …..





17) meningkatkan …..





b) menyelenggarakan....





c) melaksanakan....





(giat …..





meningkatkan…..





melakukan …..





melaksanakan …





penghormatan …





(giat …..





(giat …..





(giat…..





(SIK3) …..





melaksanakan …..





(giat …..





untuk …





c) melaksanakan …





serta …..





Pembangunan …..





(giat....





(giat…..





 tentang …..





Anggaran …..





mewujudkan …..





(giat …..





e) penegakan …..





dukungan …..





Terwujudnya ….





c. Pertanggung …..





Kerjasama …..





Delapan …..





informasi …..





7) Pembinaan …..





d) layanan …..





Rp 168. …..





5) Penindakan …..





Ketapang …..





kegiatan.... 








mendukung....
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RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
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TAHUN ANGGARAN 2024
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